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Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena
Allah (dan) saksi-saksi (vang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu
terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil
karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Maidah [5]: 8).*
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Terjemahnya :

“Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung)

)

yvang terbuat dari cahaya.’

(HR Muslim)*

* Al — Qosbah, A/ — Qur’an Hafalan Hafazan 8 Blok Junior (Bandung: Al — Qur’an Al —
Qosbah, 2021), 108.

* Muslim bin al-Hajjaj Abii al-Hasan al-QushayrT an-Naysabiir1. AI-Musnad as-Sahih al-
Mukhtasar bin Nagql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasulillah sallallahu ‘alaihi wa sallam. (Bayrit: Dar
Ihya’ at-Turath al-°Arabi). Juz 3, 1458.
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ABSTRAK

Rendi Kurniawan, 2025: Relevansi Konsep Plea Bargaining Dalam Sistem
Peradilan Pidana di Indonesia Perspektif Hukum Islam.
Kata kunci: Plea Bargaining, sistem peradilan pidana, hukum Islam

Plea Bargaining merupakan suatu sistem peradilan pidana yang diadopsi
oleh Indonesia sebab mengacu dari beberapa negara yang telah berhasil mengatasi
ataupun mengurangi masalah penumpukan perkara di negaranya. Berbeda dengan
konsep Plea Bargaining pada asalnya, Indonesia sendiri dalam RUU KUHAP
menyebutnya dengan “Saksi Mahkota” yang merupakan saksi yang berasal dari
tersangka atau terdakwa namun juga ikut andil dalam melakukan suatu tindak
pidana atau suatu kejahatan bersama dengan terdakwa

Rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya: 1) Apakah penerapan
konsep Plea Bargaining ke depan dapat menjamin keadilan terhadap pelaksanaan
sistem peradilan pidana di Indonesia? 2) Bagaimana tawaran konsep Plea
Bargaining dalam pandangan sistem peradilan pidana di Indonesia perspektif
hukum Islam?.

Tujuan penelitian ini diantaranya: 1) Agar mengetahui penerapan konsep
Plea Bargaining ke depan dapat menjamin keadilan terhadap pelaksanaan sistem
peradilan pidana di Indonesia. 2) Untuk menganalisis tawaran konsep Plea
Bargaining dalam pandangan sistem peradilan pidana di Indonesia perspektif
hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan
landasan hukum sebagai norma dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach), serta
guna memperoleh data dan informasi, penulis menggunakan penelitian kepustakaan
guna memperoleh hasil secara menyeluruh atau utuh.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Penerapan konsep Plea
Bargaining ke depan dapat menjamin keadilan dalam pelaksanaan sistem peradilan
pidana di Indonesia jika sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana serta
tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ada di Indonesia sendiri sebab
konsep Plea Bargaining yang hendak diadopsi oleh Indonesia memiliki makna
yang berbeda. Dalam Pasal 69 RUU KUHAP yang akan disahkan oleh Presiden
Republik Indonesia dalam konteks pengurangan tuntutan pemidanaan terjadi ketika
Saksi Mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau terdakwa
lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. Pengurangan tuntutan
pemidanaan yang diterapkan terhadap Saksi Mahkota tersebut merupakan bentuk
pengimplementasian dari konsep Plea Bargaining.; 2) Konsep Plea Bargaining
dalam pandangan sistem peradilan pidana di Indonesia perspektif hukum Islam
adalah diperbolehkan jika menjamin suatu kepastian hukum dalam menegakkan
kebenaran yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak diperbolehkan jika
menimbulkan banyak mudharat di dalamnya. Kepastian hukum yang diinginkan
dalam perspektif hukum Islam yakni disesuaikan dengan konsep As-Sulhu serta
dalam penegakannya tidak boleh ada diskriminasi atau paksaan ketika hendak
memberikan kesaksian.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dengan segala aspek
kehidupan manusia yang berada di dalam cakupan negara Republik
Indonesia sudah ditetapkan dan diatur berdasarkan ketentuan hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalamnya guna
menegakkan kebenaran, keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Karena itu, Indonesia memiliki
sistem ketatanegaraan yang terstruktur, dengan supremasi hukum,
perlindungan hak asasi manusia, sistem peradilan yang adil dan tidak
berpihak, serta pembagian kekuasaan yang jelas. Selain itu, peradilan
pidana dan perdata menjadi indikator bahwa Indonesia merupakan negara
yang menjunjung tinggi hukum.

Hukum menjadi salah satu bagian dari masyarakat sehingga hukum
memiliki sifat elastis yang dalam hal ini dapat beradaptasi dengan cepat
terkait bagaimana perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat
baik dalam perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan lain semacamnya.
Hukum dan manusia memiliki korelasi yang tidak dapat dipisahkan
dengan mempertimbangkan sebab akibat di antara keduanya yang
memiliki karakteristiknya masing-masing, dikarenakan hukum merupakan
aturan atau tingkah laku baik berupa norma ataupun kaidah secara tertulis

maupun tidak tertulis yang mengatur dan menertibkan masyarakat di



dalamnya.! Dengan demikian diharapkan hukum dapat mengambil salah
satu peran penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat itu sendiri
dan juga hukum harus bisa beradaptasi dengan perkembangan global yang
terjadi di setiap masyarakat agar dapat menjawab setiap persoalan dan
tantangan hukum yang ada terutama diera globalisasi saat ini.

Melindungi harkat dan martabat manusia merupakan suatu amanat
yang telah ditegaskan dan menjadi salah satu tujuan dari Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang menjadi landasan dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut Van Bemmelen yang
dikutip oleh Alimuddin dan kawan-kawan dalam jurnalnya menyatakan
bahwa tujuan dari Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) adalah sejalan dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu mencari
dan menemukan kebenaran, mengeluarkan keputusan pengadilan, serta
melaksanakan keputusan tersebut.> Menurut Wirjono Prodjodikoro,
mantan ketua Mahkamah Agung yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam
bukunya menyatakan hukum acara pidana merupakan cabang hukum yang
sangat terkait dengan hukum pidana. Hal ini karena hukum acara pidana
terdiri dari serangkaian aturan yang mengatur tindakan yang harus
dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang berwenang, seperti

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk mencapai tujuan negara

! Sri Imaniyati Neni dan Panji Adam, Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-

pokok Hukum Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 4.

2 Alimuddin, dkk,“Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

Araca Pidana Negara Indonesia” Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No.2, (Agustus 2024),

419.



melalui penerapan hukum pidana.’

Hukum acara pidana memiliki tujuan sebagaimana diuraikan
dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri
Kehakiman guna mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati
kebenaran materiil. Kebenaran materiil ini merupakan kebenaran yang
kompleks dari suatu perkara pidana. Proses ini dicapai dengan
menjalankan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan
tujuan untuk mengidentifikasi siapa yang dapat didakwa melakukan
pelanggaran hukum, serta meminta pengadilan untuk memeriksa dan
memutuskan apakah suatu tindak pidana terbukti dilakukan dan apakah
terdakwa dapat dinyatakan bersalah.* Fungsi hukum acara pidana juga
dijelaskan oleh Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam
bukunya yang memiliki beberapa fungsi di dalamnya yakni sebagai

berikut’ :

1.. Mencari dan menemukan kebenaran

2. Pemberian keputusan oleh hakim

3. Pelaksanaan keputusan
Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Van Bemmelen di atas maka yang
menjadi tumpuannya adalah mencari dan menemukan kebenaran. Sebab,

dengan menemukan kebenaran tersebut melalui alat bukti dan barang bukti

3 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013),7.

4 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, 7-8.

> Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, 8-9.



itulah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan
nantinya yang semestinya adil dan tepat. Karena fungsi dari pernyataan
pertama dari Van Bemmelen tersebut merupakan hal yang sangat penting
serta definisi dari hukum acara pidana yang tidak menyebutkan hal tersebut
bisa dianggap sebagai suatu kekurangan. Menurut Sidik Sunaryo dalam
bukunya yang mengutip dari Bismar Siregar, hukum harus dapat
memberikan pelayanan dalam bentuk keadilan, kepastian hukum, serta
kemanfaatan, sebab hukum hanyalah sarana dan tujuannya adalah keadilan.
Keadilan yang dimaksud di sini ialah keadilan yang bukan hanya diterima
oleh pelaku saja namun juga harus didapatkan oleh saksi maupun korban.

Kedudukan dan harkat martabat saksi dan korban dalam praktik
penegakan hukum baik dalam masa kolonial Belanda maupun pasca-
Kemerdekaan menjadi perhatian utama sebab tidak begitu atau bahkan bisa
dikatakan kurang mendapatkan keadilan, berbanding terbalik dengan hak
tersangka atau terdakwa yang secara jelas hak-haknya telah terpenuhi atau
ada jaminan serta dilindungi sebagaimana yang telah diatur di dalam
KUHAP, sementara hak-hak saksi ataupun korban belum terlindungi secara
signifikan. Hal demikian dapat kita lihat bersama di dalam aturan hukum
acara pidana yang hanya memosisikan saksi sebagai pihak yang memiliki
kewajiban hukum untuk memberikan keterangan baik di hadapan penyidik

maupun di dalam persidangan. Padahal, peran saksi dan korban sangatlah

27.

¢ Sidik Sunaryo. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2004),



krusial dalam penyelesaian suatu perkara. Pernyataan yang diberikan oleh
saksi dan korban menjadi alat bukti yang esensial guna membuktikan
kesalahan dari terdakwa. Oleh sebab itu tanpa adanya jaminan perlindungan
hak-hak dari saksi dan korban menyebabkan banyaknya orang yang tidak
ingin untuk menjadi saksi dikarenakan keselamatan jiwa serta keselamatan
keluarganya bisa terancam nantinya. Perhatian terhadap perlindungan saksi
dan korban dimulai sejak diterbitkannya Undang — Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan
HAM), yang kemudian di ikuti oleh Undang - Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang selanjutnya diubah
menjadi Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014. Di dalamnya terdapat
aturan yang menegaskan bahwa saksi dan korban memperoleh perlindungan
hukum dan ekonomi dari negara. Pasal 34 ayat (1) UU Pengadilan HAM
menetapkan bahwa setiap korban dan saksi pelanggaran HAM berat berhak
atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan
kekerasan dari pithak manapun. Perlindungan tersebut dilaksanakan oleh
aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara gratis.’

Perlindungan saksi dan korban baik dalam kasus biasa hingga yang
menyangkut pelanggaran HAM berat, tidak terlepas dari pemikiran bahwa
saksi dan korban itu memang benar-benar penting untuk mendapatkan

haknya yakni mengenai hak dan martabat yang sangat perlu dijaga dan

7 Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. Hak Asasi Manusia Dalam Perpektif
Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2021), 115-116.



dilindungi. Selain itu, korban pelanggaran HAM berat juga berhak
mendapatkan kompensasi dan restitusi. Restitusi yang dimaksud meliputi :®
a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
b. Ganti kerugian yang di timbulkan akibat penderitaan yang berkaitan
langsung sebagai akibat tindak pidana.
c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Seyogyanya, seorang Hakim memiliki tugas utama untuk menerima,
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Namun, dalam kenyataannya,
dalam konteks dan sistem penegakan hukum di pengadilan, hakim sering
kali belum dapat memberikan atau menyelesaikan perkara dengan keadilan
yang diinginkan. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, seorang Hakim
memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan dalam prinsip hukum
Eropa Kontinental, Hakim dipandang sebagai perwakilan Tuhan di dunia.
Oleh karena itu, seorang Hakim harus dilindungi dengan berbagai hak dan
kekebalan hukum, sehingga mereka tidak dapat dituntut dan dihukum (tidak
ada hukum di dunia ini yang dapat menjatuhkan hukuman kepada seorang
Hakim selama mereka benar).’
Di sisi lain, tingkat perkembangan kejahatan di dunia, khususnya di
Indonesia, telah mencapai angka yang tidak dapat diimbangi oleh sistem
peradilan pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada

beserta seluruh pendukungnya. Fenomena penurunan tingkat kepercayaan

8 Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. Hak Asasi Manusia Dalam Perpektif

Hukum Nasional. (Jakarta: Kencana, 2021), 118-119.

27-28.

% Sidik Sunaryo. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2004),



masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum, baik formal maupun
informal, telah mencapai titik terendah. Masyarakat telah menyadari,
mengapresiasi, dan merespon aktivitas lembaga hukum dengan pola
penegakan hukum dan keadilan yang sangat rendah. Banyak pandangan
yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat apresiasi masyarakat dalam
KUHAP disebabkan oleh ketidakjelasan dan ketidaktegasan dari istilah
dalam KUHAP tersebut sehingga menimbulkan terjadinya multitafsir.'°
Ketika kejahatan terhadap keadilan menjadi tren perbuatan jahat, hal
tersebut dapat disebut sebagai fenomena anomi, yaitu suatu keadaan dimana
ada peraturan perundang-undangan, tetapi belum mampu mengontrol
perilaku jahat individu.'! Sehingga keadaan anomi juga sering disebut
sebagai suatu keadaan tanpa norma yang menyebabkan kekacauan, tanpa
aturan, liar, dan sebagainya. Sehingga, prinsip penegakan keadilan melalui
pengadilan dianggap tidak lagi dapat diharapkan kemampuannya.

Dengan demikian, perubahan KUHAP menjadi salah satu agenda
yang diperlukan demi menanggulangi berbagai permasalahan hukum yang
terjadi, Hal ini selaras dengan visi dan misi pemerintahan saat ini,
sebagaimana yang tercermin dalam cita-cita bangsa, yaitu “memperkuat
peran negara dalam mereformasi sistem serta menegakkan hukum yang

bebas dari korupsi, bermartabat, dan dapat dipercaya”.!” Sepanjang

10 Mkri.id. “Ahli: Istilah dalam KUHAP Multitafsir dan Tidak Jelas,” di akses pada hari
Rabu, 21 Mei 2025 Pukul 15.30, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10069
11 Sidik Sunaryo. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2004),

218.
12 Lukman Hakim, Tka Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. Penerapan
Konsep “Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana


https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10069

perjalanannya hingga saat ini, telah terjadi berbagai kemajuan yang
signifikan yang berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan hukum,
khususnya dibidang pidana. Selain mengalami berbagai kemajuan,
Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional.
Ratifikasi in1 berdampak pada ketentuan-ketentuan yang harus disesuaikan
dengan situasi dan kondisi hukum di Indonesia sendiri tanpa mengabaikan
ketentuan universal yang terkandung di dalamnya. Pembahasan KUHAP ini
tidak lain guna mencapai suatu keadaan hukum yang dapat memberikan
suatu keadilan di dalamnya, serta kepastian hukum sebagai nilai
instrumental dan kemanfaatan sebagai nilai praktis.'

Beberapa parameter telah menunjukkan bahwa KUHAP sudah
ketinggalan zaman. Pertama, ketidakmampuan KUHAP dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat guna mencapai keadilan yang diinginkan dalam
penegakan perkara. Kedua, disebabkan oleh perkembangan dalam hukum
dan peta politik, serta perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi
telah = mempengaruhi substansi  KUHAP. Upaya perubahan _dan
perkembangan KUHAP ini bertujuan untuk menghadirkan sistem peradilan
yang lebih maju dan responsif terhadap keadilan. Perubahan dalam
RKUHAP mencakup beberapa aspek, antara lain:'*

1. Asas legalitas;

2. Hubungan penyidik dan penuntut umum lebih diakrabkan;

(Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia., (Yogyakarta, Deepublish,
2020), 12.

13 Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. 13.

!4 Lukman Hakim, Tka Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. 15-16.



3. Penahanan;

4. Penyadapan;

5. Prosedur persidangan yang mengarah ke adversarial;

6. Alat-alat bukti;

7. Upaya hukum;

8. Perkenalan Plea Bargaining.

9. Saksi mahkota (kroon getuigen)
Dengan demikian mencoba sebuah terobosan dalam bidang hukum adalah
suatu keharusan untuk memberikan manfaat bagi mereka yang mencari
keadilan serta merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak bisa
diabaikan mengingat sistem hukum nasional saat ini seringkali dianggap
tidak sesuai dengan ideologi dan falsafah, serta mendapat berbagai
tanggapan dari masyarakat. Salah satu problematika yang sering terjadi
yakni adanya ketidakadilan dalam akses terhadap hukum dan banyaknya
perkara yang menumpuk di pengadilan yang menjadi salah satu alasan
mengapa Undang - Undang dianggap sudah ketinggalan zaman.

Oleh karena itu, muncullah urgensi untuk menambahkan mekanisme
penyelesaian perkara pidana dalam Pasal 69 RUU KUHAP mengenai
"Saksi Mahkota" dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Upaya ini
bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan

biaya ringan. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang - Undang
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Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.!” Asas ini juga
disebutkan kembali dalam Undang - Undang yang bersangkutan, tepatnya
pada Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Pengadilan membantu para
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.”!®
Hal ini disebabkan karena dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,
pemeriksaan perkara sering kali berjalan lama, berbelit-belit, dan rumit,
dengan biaya yang cukup mahal, tidak sesederhana seperti yang diatur

dalam norma dan aturan formil dalam Kitab Undang - Undang Hukum

Acara Pidana.

Lukman Hakim dalam bukunya menjelaskan bahwa banyaknya
laporan perkara yang belum terselesaikan membuat Mahkamah Agung
(MA) mendapat kritikan yang keras sebab terjadinya hal tersebut.!”
Padahal para pencari keadilan telah mencapai angka ratusan bahkan ribuan
orang yang telah menunggu selama belasan bahkan puluhan tahun dalam
menunggu keadilan tersebut. Melihat akan adanya hal tersebut maka perlu
dilakukan reformasi atau pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana

Indonesia, salah satu caranya yakni dengan menerapkan konsep Plea

15 Pasal 2 ayat (4)Undang- Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076.

16 Pasal 4 ayat (2) Undang -Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076.

17 Lukman Hakim,lka Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. Penerapan
Konsep “Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia., (Yogyakarta, Deepublish,
2020), 5.
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Bargaining atau dalam RUU KUHAP disebut dengan nama ‘“Saksi
Mahkota” yang merupakan saksi yang berasal dari tersangka atau terdakwa
namun juga ikut andil dalam melakukan suatu tindak pidana atau suatu
kejahatan bersama dengan terdakwa lainnya dan salah satu dari mereka
ditunjuk untuk menjadi saksi di persidangan tersangka atau terdakwa
lainnya.'® Sebab hal yang diperlukan pada era baru dalam sistem peradilan
acara pidana di Indonesia yakni dengan cara mengurangi atau
menyederhanakan proses perkara acara pidana. Banyaknya penumpukan
perkara menjadi indikator yang menyebabkan peradilan acara pidana di
Indonesia tidak efektif dan efisien. Padahal konsep peradilan yang
sederhana, cepat, dan murah telah diamanatkan oleh undang-undang.'® Oleh
sebab itu kajian mengenai Plea Bargaining di Indonesia ini harus diteliti
secara mendalam, disebabkan karena kerangka pidana dan pemidanaan serta

pertanggungjawaban pidana di Indonesia berbeda dengan negara lain.

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan
ke dalam fokus penelitian di antaranya adalah:
1. Apakah penerapan konsep Plea Bargaining ke depan dapat
menjamin keadilan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana

di Indonesia ?

¥ Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, | Made Minggu
Widyantara, “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia”,
Jurnal Preferensi Hukum, Vol.4, No.2 (2023), 126.

1% Alimuddin, dkk. “Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Araca Pidana Negara Indonesia”, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No.2 Agustus 2024.
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Bagaimana tawaran konsep Plea Bargaining dalam pandangan

sistem peradilan pidana di Indonesia perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1.

2.

Agar mengetahui penerapan konsep Plea Bargaining ke depan
dapat menjamin keadilan terhadap pelaksanaan sistem peradilan
pidana di Indonesia.

Untuk menganalisis tawaran konsep Plea Bargaining dalam
pandangan sistem peradilan pidana di Indonesia perspektif hukum

Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat kita ambil dalam penelitian ini di antaranya :

a.

1)

2)

Aspek Teoritis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang
hukum pidana serta meningkatkan wawasan bagi para pembaca.
Secara khusus, penelitian ini dapat menawarkan masukan dan
rekomendasi mengenai konsep negosiasi antara jaksa penuntut
umum dengan tersangka dalam menentukan masa hukuman atas

tindak pidana yang dilakukan.
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b. Aspek Praktis

1) Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dan pembuat
kebijakan terkait sistem peradilan pidana di Indonesia.

2) Adanya penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai rujukan
dan bentuk pengimplementasian terhadap asas-asas yang ada di
Indonesia serta menjadikan peradilan baru dengan berdasarkan
pada asas peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan. Sebab banyaknya penumpukan perkara yang ada di
Indonesia inilah yang menjadi landasan kuat penulis untuk

membahas mengenai Plea Bargaining.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dapat kita pahami sebagai penjelas di dalam sebuah
penelitian, guna mempermudah dalam mempelajari sebuah penelitian, maka

dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi istilah di antaranya :

a. Relevansi

Relevansi dapat diartikan degan tingkat kesesuaian atau
keterkaitan antara suatu informasi, konsep, atau teori dengan situasi atau
masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) Relevansi merupakan hubungan atau kaitan.?°

20 Ensiklopedia Dunia, Relevansi, diakses pada Minggu, 07 Desember 2024 pukul 21.05
WIB,https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Relevansi -
:~:text=Relevansi%?20adalah%?20kaitan%20atau%20hubungan,mempunyai%20kecocokan%?20atau

%20saling%20berhubungan



https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Relevansi%20-%20:~:text=Relevansi%20adalah%20kaitan%20atau%20hubungan,mempunyai%20kecocokan%20atau%20saling%20berhubungan
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Relevansi%20-%20:~:text=Relevansi%20adalah%20kaitan%20atau%20hubungan,mempunyai%20kecocokan%20atau%20saling%20berhubungan
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Relevansi%20-%20:~:text=Relevansi%20adalah%20kaitan%20atau%20hubungan,mempunyai%20kecocokan%20atau%20saling%20berhubungan
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b. Konsep
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan konsep
sebagai pengertian, pendapat atau paham, rancangan atau cita-cita dan

! Sementara Soedjani

sebagainya yang telah ada dalam pikiran.”
menjelaskan bahwasannya konsep merupakan ide abstrak yang
berfungsi untuk mengklasifikasikan suatu objek dan biasanya
dinyatakan melalui istilah atau rangkaian kata.??

Dalam penelitian ini menggunakan istilah konsep yang terdapat
dalam sebuah judul tersebut sebagai suatu bentuk penyederhanaan
masalah ataupun pendapat serta dapat mempermudah peneliti dalam
menelaah permasalahan yang sesuai dengan fakta. Dengan konsep ini,

diharapkan beberapa problem permasalahan dapat ditelaah lebih

mendalam agar mendapatkan suatu benang merah di dalamnya.

c.. Plea Bargaining
Plea Bargaining dapat didefinisikan dengan proses tawar
menawar yang memiliki imbalan dengan pengurangan masa tahanan
terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa mau mengakui kesalahannya

dan berkata jujur.?

21 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, diakses pada Minggu,
20 Oktober 2024 pukul 08.00 WIB. https://kbbi.kemedikbud.go.id

22 Pengertian Konsep dan Unsur-unsurnya, kumparan.com Diakses pada Minggu, 07
Desember 2024 pukul 21.05 WIB, Diakses pada Minggu, 07 Desember 2024 pukul 21.05 WIB.
https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-konsep-dan-unsur-unsurnya-
20S7TMK{Rjiz.

23 Kurniawan Tri Wibowo , Plea Bargaining sebagai pembaharuan hukum dalam sistem
peradilan pidana Indonesia. Pustaka Askara, (Surabaya, 2021), 131.



https://kbbi.kemedikbud.go.id/
https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-konsep-dan-unsur-unsurnya-20S7MKfRjiz
https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-konsep-dan-unsur-unsurnya-20S7MKfRjiz
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Penjelasan Naili Ariyani mengenai Plea Bargaining dalam
tesisnya yang dikutip dari Black’s Law Dictionary juga menjelaskan
bahwasannya Plea Bargaining sebagai sebuah kesepakatan negosiasi
antara terdakwa dan jaksa yang mana ketika terdakwa tersebut
mengakui kesalahannya dan berkata jujur maka akan mendapatkan
pengurangan masa tahanan atau bisa dikenakan dengan pasal yang lebih
ringan nantinya.?* Tawar menawar atau negosiasi dalam bentuk tersebut
nantinya akan melibatkan setidaknya tiga proses yakni: negosiasi pasal
yang didakwakan (charge bargaining), negosiasi fakta hukum (fact

bargaining), negosiasi hukuman (sentencing bargaining).>

d. Sistem Peradilan Pidana
Criminal Justice System atau dikenal dengan sistem peradilan
pidana merupakan istilah yang menggunakan pendekatan sistem guna
menanggulangi kejahatan dalam mekanisme kerjanya. Ramington dan
Ohlin yang dikutip oleh Joko Sriwidodo dalam bukunya menjalaskan
bahwa  Criminal Justice System merupakan pendekatan dalam
mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana yang

menjadi suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan

24 Naili Ariyani, “Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan
Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)”. Tesis,
2020, 23.

25 Naili Ariyani, “Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan
Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)”, 23.
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perundang-undangan, praktik administrasi, hingga sikap atau tingkah

laku sosial.?

e. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan dua kata yang memiliki makna yang
berbeda, hukum sendiri merupakan suatu aturan ataupun norma yang
mengatur tingkah laku manusia yang telah ditetapkan oleh pemerintah
atau lembaga yang berwenang dalam hal tersebut. Sedangkan Islam
sendiri secara harfiah dapat diartikan dengan suatu Agama yang
diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk
didakwakan kepada seluruh umat manusia.?’ Oleh karenanya definisi
hukum Islam sendiri yakni segala aturan ataupun norma yang mengikat

bagi pemeluk agama Islam yang bersumber dari alquran dan hadis.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini- memuat beberapa
pembahasan di dalamnya, diantaranya ialah?® :
Bab I : Pendahuluan, bab ini menerangkan mengenai beberapa hal
didalamnya yakni latar belakang masalah, fakus penelitian, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

26 Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Penerbit Kepel
Pres, (Yogyakarta, 2020), HIm.1.

27 Irwan Hamzani Achmad, “Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, Tahun 2020), Him.15

28 Tim Penyusun. Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember 2024.
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Bab II : kajian pustaka, dalam bab ini berisikan mengenai penelitian
terdahulu, dan kajian teori.

Bab III : Bab ini menyuguhkan metode penelitian yang memuat di
dalamnya berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan
hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap
penelitian.

Bab IV : Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, yaitu
mengenai hasil penerapan Plea Bargaining ke depan apakah telah menjamin
keadilan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia dan
mengenai konsep Plea Bargaining dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia perspektif hukum Islam.

Bab V : kesimpulan dan saran, yakni berisikan mengenai hasil dari
pembahasan serta memberikan rekomendasi ataupun saran-saran

berdasarkan hasil penelitian.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah studi penelitian diperlukan kajian terdahulu untuk
menemukan distingtif antara riset yang sedang penulis teliti dengan riset
terdahulu, kajian penulis mengangkat isu “Relevansi Konsep Plea
Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Perspektif
Hukum Islam” dengan menggunakan semantic scolar peneliti menemukan
beberapa artikel yang relavan dengan penelitian penulis dan dapat
dipastikan bahwa beberapa artikel ini akan membantu peneliti dalam
menemukan novelti atau pembaharuan dalam skripsi ini, beberapa artikel
tersebut diantaranya :

Pertama, merupakan Disertasi yang dilakukan oleh Banan Prasetya
dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penerapan Plea Bargaining Dalam
Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan”.*

Penelitian ini mengangkat isu hukum terkait pelaksanaan proses
peradilan yang seharusnya sederhana, cepat, dan murah, namun hingga saat
ini belum tercapai. Rumitnya proses peradilan di Indonesia menyebabkan
tidak terwujudnya tujuan tersebut, sehingga diperlukan pembaruan dalam
sistem peradilan pidana. Kelemahan dalam substansi hukum juga menjadi

sorotan, karena meskipun kekuasaan kehakiman menunjukkan

2% Banan Prasetya,” Rekonstruksi Regulasi Penerapan Plea Bargaining Dalam System
Peradilan Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan”(Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 2022)
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independensi normatif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1)
UUD 1945, pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakpercayaan publik
sejak awal 2000-an hingga sekarang. Kelemahan struktur hukum dalam
konsep Plea Bargaining mengharuskan pemenuhan kebutuhan dan
kepentingan kedua belah pihak, karena Plea Bargaining merupakan hasil
negosiasi antara jaksa penuntut umum dan terdakwa atau pengacaranya.

Fokus masalah dalam penelitian ini ialah mengenai perlunya sistem
baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang dipercaya dapat
membuat penanganan perkara lebih efisien, yaitu dengan mengadopsi Plea
Bargaining sebagai solusi bagi sistem peradilan pidana Indonesia.
Perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: 1) Mengapa regulasi
penerapan Plea Bargaining dalam sistem peradilan pidana saat ini belum
berbasis nilai keadilan?; 2) Apa kelemahan-kelemahan regulasi penerapan
Plea Bargaining dalam sistem peradilan pidana saat ini?; 3) Bagaimana
rekonstruksi regulasi penerapan Plea Bargaining dalam sistem peradilan
pidana yang berbasis nilai keadilan?

Metode  penelitian yang  digunakan adalah paradigma
konstruktivisme, ‘dengan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi
penelitian deskriptif, dan penggunaan sumber data primer serta sekunder.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi
lapangan, dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Regulasi penerapan Plea Bargaining

dalam sistem peradilan pidana saat ini masih belum berbasis nilai keadilan
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karena proses peradilan pidana belum dapat mewujudkan peradilan yang
sederhana, cepat, dan murah. Hal ini menjadi landasan yuridis urgensi
penerapan Plea Bargaining di Indonesia. 2) Kelemahan Plea Bargaining
dalam sistem peradilan pidana saat ini meliputi kelemahan substansi hukum
yang masih menimbulkan ketidakpercayaan publik, kelemahan struktur
hukum yang belum optimal dalam sinergi berbagai pihak, serta kelemahan
budaya hukum yang meskipun telah memenuhi kebutuhan proses peradilan
pidana, tujuan pemidanaan tetap harus dipenuhi. 3) Rekonstruksi penerapan
Plea Bargaining dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan
terletak pada Pasal 14 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dengan menambahkan unsur restorative justice
pada ayat 1, Pasal 1 angka 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Resftoratif dengan menambahkan definisi korban secara lengkap,
dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
dengan menghapus syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Kedua, merupakan Artikel Skripsi yang dilakukan oleh Junaidy
Maramis, Nurhikmah Nachrawy, dan Herry Tuwaidan dengan judul “
Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di

Indonesia”. 3’

30" Junaidy Maramis, Nurhikmah Nachrawy, Herry Tuwaidan. “ Penambahan Plea
Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, ( Artikel Skripsi: Fakultas Hukum
UNSRAT, 2022).
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Isu hukum dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya telah
banyak negara-negara yang mengadopsi Plea Bargaining Amerika Serikat
meskipun sistem hukumnya berbeda. Dalam pengaturanya, Plea
Bargaining mampu meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara. Dalam
merespon terkait banyaknya penumpukan perkara di pengadilan Plea
Bargaining menjadi konsep yang hadir guna menyelesaikan masalah
penumpukan perkara tersebut. Dalam RUU KUHAP mengenai “Jalur
Khusus” dalam pembentukannya menjadikan Plea Bargaining di Amerika
Serikat sebagai dasar utama dalam pengaturannya yang memiliki tujuan
utama agar tetap mempertahankan konsep aslinya demi mengurangi
penumpukan perkara. Meskipun demikian tetap terdapat perbedaan
mendasar dari penerapan "Jalur Khusus" dalam RUU KUHAP yang
diadopsi dari Plea Bargaining Amerika Serikat, seperti hanya
diterapkannya pada perbuatan pidana yang ancaman hukumnya tidak lebih
dari 7 tahun dan menekankan peran aktif hakim dalam pelaksanaan "Jalur
Khusus" . tersebut. -~ Negara-negara  yang menerapkan konsep Plea
Bargaining memiliki perbedaan dalam memberikan pengaturan di
dalamnya yang menyesuaikan dengan seluruh komponen sistem peradilan
pidana masing-masing negara. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu
mengenai urgensi penambahan Plea Bargaining serta urgensi
penambahannya dengan rumusan masalahnya yakni 1. Apa yang menjadi

urgensi penambahan Plea Bargaining dalam sistem peradilan pidana di
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Indonesia; 2. Bagaimana bentuk pengaturan Plea Bargaining ketika
ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif.
Dalam penyusunan skripsi ini, argumen yang disajikan didasarkan pada
fakta, isu, regulasi, analisis, dan kesimpulan (FIRAK). Pendekatan yang
digunakan dalam penyusunan Skripsi ini yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Ketiga, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Novianti Pratiwi
dengan judul Implementation of the Plea Bargaining System into the Reform
of the Criminal Justice System for Corruption Crimes (Implementasi Plea
Bargaining Sistem Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak
Pidana Korupsi). !

Tulisan ini memiliki tujuan guna memberikan wawasan kepada
pembaca mengenai penerapan sistem Plea Bargaining dalam pembaruan
sistem peradilan pidana pada perkara tindak pidana korupsi (tipikor).
Metode Penelitian dalam penelitian ini 1alah metode hukum normatif, yang
mengkaji studi dokumen ' dengan - pendekatan perundang-undangan.
Pendekatan ini mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan sistem Plea Bargaining dalam sistem peradilan pidana di

Indonesia terkait permasalahan hukum yang diangkat. Hasil penelitian

31 Novianti Pratiwi, Implementasi Plea Bargaining System Kedalam Pembaharuan Sistem
Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi (Implementation of the Plea Bargaining System into the
Reform of the Criminal Justice System for Corruption Crimes), Kajian llmiah Hukum dan
Kenegaraan (KIHAN) Vol. 2 No. 2 (Tahun 2023).
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menunjukkan bahwa gagasan penggunaan Plea Bargaining dalam upaya
pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia pada perkara tipikor
didasarkan pada landasan filosofis sila ke-5 Pancasila, dengan tujuan
mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Keterbatasan
dalam Tulisan ini membahas rumusan masalah mengenai bagaimana
gagasan sistem Plea Bargaining dapat diimplementasikan dalam upaya
pembaruan sistem peradilan pidana pada perkara tindak pidana korupsi di
Indonesia. Kontribusi Artikel ini ditujukan bagi para penegak hukum dan
pembuat Undang - Undang agar Plea Bargaining dapat diterapkan dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia, serta memberikan rasa keadilan serta
penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan murah.

Keempat, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Rezky Abdi
Fratama dengan judul “Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum
Acara Pidana”. %’

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai
pengaturan konsep pengakuan jalur khusus dalam hukum acara pidana
untuk masa mendatang, yang saat ini belum diatur dalam hukum positif di
Indonesia. Namun, jalur khusus ini merupakan sebuah inovasi yang

diharapkan dapat diwujudkan di masa depan (ius constituendum) dan

menjadi bahan pertimbangan dalam RKUHAP.

32 Rezky Abdi Fratama,”Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana”,
Law Journal, vol.5, (Tahun 2020).
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Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif guna
menelaah apakah dalam konsep Jalur Khusus tersebut dalam menyelesaikan
perkara telah sejalan dengan asas legalitas atau tidak. Sementara pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach) digunakan dalam pembahasan
terkait dengan konsep pengaturan hukum dalam Jalur Khusus untuk masa
yang akan datang. Terutama Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, beserta seluruh
peraturan pelaksananya dan peraturan perundang-undangan lain yang
relevan. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (Conceptual
Approach) terutama terkait jalur khusus (Plea Bargaining), dan pendekatan
perbandingan (Comparative Approach) yang membahas pengaturan plea
bargaining di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris,
Prancis, Georgia, Polandia, dan Italia.

Konsep Plea Bargaining dalam penelitian ini dianggap kurang
cocok jika diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana Indonesia sebab
adanya ketidak sesuaian atau bertentangan dengan sitem hukum yang ada di
Indonesia_sendiri, sebab dapat mengganggu sistem pembuktian dan
kebenaran formil di dalamnya. Semetara dalam Pasal 3 KUHAP secara
eksplisit dijelaskan bahwa peradilan harus dilaksanakan sesuai dengan cara
yang diatur dalam Undang - Undang a quo.

Kelima, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Lade Sirjon dkk

dengan judul “Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah pada Jalur
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Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep Plea Bargaining Ditinjau dari
asas Non-Self Incrimination”. 3

Isu yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya
pembaruan hukum acara pidana di Indonesia yang tercermin dalam RUU
KUHAP, yang mengadopsi beberapa konsep hukum dari negara-negara
lain. Yang mana tujuan dari adanya pengadopsian Plea Bargaining yakni
agar dapat mengurangi penumpukan perkara, mempercepat proses
penegakan pidana, mengurangi beban kerja Lembaga peradilan, dan lain
sebagainnya.

Fokus masalah dalam penelitian ini yakni demi mengetahui apakah
pengakuan bersalah dalam RUU KUHAP ini bertentangan dengan prinsip
non-self incrimination, yang mana prinsip tersebut bertujuan untuk
melindungi hak individu agar tidak dipaksa bersaksi melawan dirinya
sendiri. Yang dalam penelitian ini menjadi sebuah problem apakah konsep
pengakuan bersalah pada jalur khusus dalam RUU KUHAP dan Plea
Bargaining ditinjau dari asas non-self incrimination?

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan
pendekatan  perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual  (conceptual approach), dan pendekatan komparatif

(comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan

bersalah dalam RUU KUHAP bertentangan dengan prinsip non-self

33 Lade Sirjon, La Ode Muhamad Sulihin, Yan Fathahillah Purnama, ‘“Perbandingan
Mekanisme Pengakuan Bersalah pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep Plea
Bergaining Ditinjau dari asas Non-Self Incrimination”. Journal hukum Volume 7 Issue 2, Faculty
of Law, (Tahun 2023).
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incrimination (larangan memberatkan diri sendiri). Prinsip ini bertujuan

melindungi hak individu agar tidak dipaksa bersaksi melawan dirinya

sendiri. Namun, dalam konteks ini, terdapat kemungkinan terdakwa atau

tersangka dipaksa untuk memberikan pengakuan yang bertentangan dengan

hak-hak individu mereka atau merugikan diri mereka sendiri, tanpa

memastikan bahwa pengakuan tersebut benar-benar didasarkan pada

kehendak bebas terdakwa.

Tabel 2.1

Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Penulis.

No | Nama, Judul Metode dan | Persamaan Perbedaan
Tahun Penelitian Pendekatan
1. | Banan “Rekonstruksi Metode Sama-sama Penelitian
Prasetya, Regulasi penelitian yang | membahas terdahulu
2022, Penerapan Plea | digunakan mengenai mengkaji
Disertast, Bargaining dalam penelitian | proses nilai keadilan
Universitas | Dalam  Sistem | ini adalah | peradilan dalam
Islam Sultan | Peradilan paradigma yang bingkai
Agung Pidana yang | konstruktivisme, | sederhana, sistem
Semarang Berbasis  Nilai | dengan cepat, dan | peradilan
Keadilan”. pendekatan biaya ringan | sedangkan
yuridis saat ini belum | penulis
sosiologis. tercapai mengkaji
Penelitian  ini nilai keadilan
bersifat dari sudut
deskriptif, pandang Plea
menggunakan Bargaining.
sumber data
primer dan
sekunder, serta
metode
pengumpulan
data melalui
studi  pustaka
dan studi

lapangan.
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Analisis data
dilakukan secara
kualitatif.
Junaidy “Penambahan Dalam Sama-sama Dalam
Maramis, Plea Bargaining | penyusunan membahas penelitian
Nurhikmah | Dalam  Sistem | skripsi ini, | mengenai terdahulu
Nachrawy, Peradilan argumen  yang | urgensi tersebut
dan  Herry | Pidana di | disajikan penambahan | hanya
Tuwaidan Indonesia™. didasarkan pada | plea berfokus pada
) fakta, isu, | bargaining penambahan
Artikel regulasi, dalam sistem | plea
skripsi analisis, dan | peradilan di | bargaining
kesimpulan Indonesia. saja,
(FIRAK). sedangkan
Skripsi ini juga penulis juga
menggunakan berfokus pada
tiga jenis nilai-nilai
pendekatan, keadilan
yaitu pendekatan dalam
perundang- penerapan
undangan Plea
(statute Bargaining
approach),
pendekatan
perbandingan
(comparative
approach), dan
pendekatan
konseptual
(conceptual
approach).
Novianti Implementasi Penelitian = ini | Sama-sama | Dalam
Pratiwi, Plea Bargaining | menggunakan | membahas penelitiannya
2023, Jurnal | System Kedalam | metode: ~hukum | mengenai , peneliti
Pembaharuan normative. penerapan terdahulu
Sistem Dengan sistem  Plea | hanya
Peradilan menggunakan Bargaining mengulik
Pidana Tindak | pendekatan pada bagian
Pidana Korupsi | perundang- tindak pidana
(Implementation | undangan korupsi,
of the Plea sedangkan
Bargaining penulis
System into the membahas
Reform of the terhadap
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Criminal Justice

keseluruhan

System for kasus pidana
Corruption
Crimes),
Rezky Abdi | "Jalur  Khusus | Penelitian  ini | Sama-sama Dalam
Fratama, (Plea menggunakan membahas penelitiannya
Journal, Bargaining) metode hukum | mengenai , peneliti
2020 Dalam  Hukum | normatif dengan | regulasi terdahulu
Acara Pidana”, | menerapkan pemerintah | membahas
pendekatan mengenai mengenai
perundang- mekanisme mekanisme
undangan penerapan pelaksanaan
(Statute jalur khusus | pemenuhan
Approach), baik dari | hak-hak
pendekatan prosedur terdakwa,
konseptual pelaksanaan, | sedangkan
(Conceptual jaminan penulis
Approach), dan | pemenuhan berfokus pada
pendekatan hak-hak pemenuhan
perbandingan hak-hak
(Comparative korban.
Approach).
Lade Sirjon, | “Perbandingan | Penelitian  ini | Sama-sama Dalam
La Ode | Mekanisme menerapkan membahas penelitiannya
Muhamad Pengakuan metode hukum | mengenai , peneliti
Sulihin, Yan | Bersalah pada | normatif dengan | upaya terdahulu
Fathahillah | Jalur ~ Khusus | menggabungkan | pembaharuan | membahas
Purnama, dalam RUU | tiga pendekatan, | hukum acara | melalui cara
Journal KUHAP dan | yaitu pendekatan | pidana di | pandang
hukum, Konsep - Plea| perundang- Indonesia prinsip non-
2023. Bergaining undangan yang self’
Ditinjau ~ dari | (statute dituangkan incrimination
asas  Non-Self | approach), dalam RUU | .sementara
Incrimination™. | pendekatan KUHAP yang | penulis tidak
konseptual mengadopsi
(conceptual dari beberapa
approach), dan | konsep
pendekatan hukum di
komparatif negara-
(comparative negara lain

approach).
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B. Kajian Teori

Kajian teori atau biasa disebut pendekatan konseptual menjadi
unsur yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena berfungsi untuk
menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Posisi dan peran kajian
konseptual sangatlah vital dan tidak bisa diabaikan guna mencapai tujuan
dari penelitian ini dan untuk mendalami pokok permasalahannya,
penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep utama guna menjawab
kedua fokus penelitian penulis, di antaranya:

1)  Plea Bargaining

Sistem Plea Bargaining merupakan proses negosiasi antara jaksa
penuntut dan terdakwa atau pembelanya sebelum persidangan terjadi, di
mana tujuan utama dari kesepakatan ini adalah untuk mempercepat proses
penyelesaian kasus pidana mengenai pasal yang akan didakwakan,
negosiasi tentang hukuman yang akan diberikan.*

Dalam praktiknya, Plea Bargaining dilakukan dengan membuat
pernyataan bersalah atau "statement of guilt", sehingga dengan pengakuan
bersalah tersebut, terdakwa akan mendapatkan hukuman yang lebih
ringan. Dhandy Parindo dalam jurnalnya yang mengutip pernyataan dari
Jhon Srack menyebutkan bahwa It can meet an agreement between the
judge and the accused that if he pleads guilty to some or all of the offences

charged against him, the sentence will admit to certain charges they will

3% Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. Penerapan
Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(RKUHAP) dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. (Y ogyakarta, Deepublish
Publisher, 2020), 25.
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refrain from putting more serious charge into the indictment or will ask
the judge to impose relatively light sentence. thirdly, plea bargaining may
refer to the prosecution agreeing with the defence that if accused pleads
guilty to a lesser offence the accept the plea lasty. It may refer to the
prosecution agreeing not to proceed on one or more counts in the
indictment against the accused if he will plead guilty to the remainder (Hal
ini dapat memenuhi kesepakatan antara hakim dan terdakwa bahwa jika
ia mengaku bersalah atas beberapa atau semua pelanggaran yang
didakwakan kepadanya, hukuman akan mengakui dakwaan tertentu,
mereka akan menahan diri untuk tidak memasukkan dakwaan yang lebih
serius ke dalam dakwaan atau akan meminta hakim untuk menjatuhkan
hukuman yang relatif ringan. Ketiga, tawar-menawar pembelaan dapat
merujuk pada jaksa penuntut yang setuju dengan pembelaan bahwa jika
terdakwa mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan, maka
mereka akan menerima pembelaan tersebut. Hal ini dapat merujuk pada
jaksa penuntut yang setuju untuk tidak melanjutkan satu atau lebih
dakwaan  terhadap terdakwa jika ‘ia ‘akan mengaku bersalah  atas
sisanya.).®> dalam konteks ini dapat dijelaskan bahwa Plea Bargaining
memungkinkan tercapainya kesepakatan antara hakim dan terdakwa, di
mana terdakwa mengakui sebagian atau seluruh tuduhan yang diajukan

kepadanya. Sebagai imbalan, hukuman yang dijatuhkan hanya akan

35 Dhandi Parindo, dkk, “Konstruksi Hukum Justice Collaborator Sebagai Plea Bargaining
dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer”, Jurnal Hukum Indonesia,
Vol.3, No.4, (Tahun 2024), 180-181.
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mencakup beberapa tuduhan tertentu, sementara jaksa penuntut akan
menahan diri dari menambahkan tuduhan yang lebih serius atau meminta
hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Plea Bargaining
juga bisa merujuk pada kesepakatan antara jaksa penuntut dan pembela, di
mana jika terdakwa mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan,
jaksa penuntut akan menerima pengakuan tersebut. Selain itu, Plea
Bargaining bisa berarti bahwa jaksa penuntut setuju untuk tidak
melanjutkan satu atau lebih tuduhan dalam dakwaan jika terdakwa
bersedia mengakui kesalahannya atas tuduhan lainnya.

Plea Bargaining memiliki beberapa point penting di dalam
penerapannya yang dikutip berdasarkan penjelasan Andi Novianti dkk.,
dalam penelitiannya adalah sebagai berikut>®:

a.) Definisi Plea Bargaining
Plea Bargaining sebagai kesepakatan antara jaksa penuntut
umum dengan terdakwa yang menyebabkan terdakwa mengakui
kesalahannya dan menerima tawaran hukuman yang lebih ringan
dari pada tuntutan asalnya.
b.) Syarat-syarat Plea Bargaining
Syarat yang harus dipenuhi dalam Plea Bargaining di
antaranya ialah :

1. Adanya bukti yang cukup;

36 Andi Novianti Adriyani, Wahidin, Muh Iksan Saputra. “The Role of the Prosecutor’s
Office in Implementing Plea Bargaining: A Study in the Indonesian Judicial System.” Delictum:
Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, 2024.
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2. Kesepakatan antara jaksa dengan terdakwa;
3. Mengenai pengakuan dan tawaran hukum yang diberikan;
serta
4. Persetujuan hakim terkait pengakuan dan hukuman yang
disepakati antara jaksa dam terdakwa.
c.) Peran Hakim
Hakim memainkan peran yang sangat penting dalam sistem
peradilan dengan memastikan keadilan ditegakkan melalui
pemeriksaan dan keputusan atas kesepakatan antara jaksa dan
terdakwa, dengan berlandaskan pada bukti yang cukup. Selain itu,
hakim bertanggung jawab memastikan bahwa terdakwa memahami
sepenuhnya implikasi hukuman yang akan diterimanya, sehingga
tidak ada unsur ketidakadilan atau pemaksaan dalam kesepakatan
tersebut. Dengan peran ini, hakim menjadi penjaga keseimbangan
dalam sistem hukum untuk menjamin proses hukum yang adil dan
transparan.
d.) Kebebasan Memilih Plea Bargaining
Terdakwa memiliki kebebasan apakah ia nantinya akan
mengajukan permohonan Plea Bargaining atau tidak. Bahkan
terdakwa boleh saja jika ingin melanjutkan ke proses peradilan
biasa, sesuai dengan pertimbangan hukum dan kepentingannya.
Meskipun terdakwa dapat mengajukan pengakuan bersalah di

pengadilan, hal ini tidak dianggap secara eksplisit sebagai Plea
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Bargaining sebab tawaran hukuman-hukuman yang lebih ringan

tidak dinegosiasikan secara khusus antara jaksa dan terdakwa.

2)  Sistem Peradilan Pidana

Setiap negara memiliki sistem pemidanaan yang dirancang khusus
untuk menanggulangi berbagai macam kejahatan, sesuai dengan hukum dan
kebijakan yang berlaku. Penjelasan dalam buku karya Febby Mutiara Nelson
yang mengutip pendapat presiden Commission on Law Enforcement and
Administration of Justice pada tahun 1967 mendeskripsikan sistem
peradilan pidana sebagai : “an apparatus that society uses to enforce the
standards of conduct necessary to protect individuals and the community.”
Yang memiliki makna suatu perangkat yang digunakan oleh masyarakat
untuk menegakkan standar perilaku yang diperlukan guna melindungi
individu dan komunitas.*’

Sistem peradilan pidana dapat diartikan secara sederhana dengan
suatu proses' yang dilakukan oleh negara guna memberikan, efek jera
terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana, proses tersebut dimulai
dari kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya pengadilan. Sebagaimana yang
telah dijelaskan oleh Febby Mutiara Nelson dalam bukunya yang mengutip
pendapat Carvadino dan Dignan bahwa sistem peradilan pidana ialah “a
tern covering all those institution which respond officially to the

commission of offence, notably, the police, prosecution authorities and the

37 Febby Mutiara Nelson, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di
Indonesia, (Depok:,PT Raja Grafindo Persada, 2020), 1-2.
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cour.”® Yang memiliki makna yaitu suatu istilah yang mencakup semua
institusi yang secara resmi menangani tindak pidana, terutama kepolisian,
kejaksaan, dan pengadilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan
besar sejak era kolonial Belanda. Awalnya, sistem ini didasarkan pada
Inlands Reglement yang kemudian diperbarui menjadi Het Herziene Inlands
Reglement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Perubahan signifikan terjadi pada
tahun 1981 ketika rancangan Undang - Undang hukum acara pidana
disetujui pada saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal
23 desember 1981. Presiden kemudian mengesahkan Undang - Undang ini
sebagai Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, yang dikenal sebagai Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).*

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya para penagak
hukum (law enforcement agencies) bekerja sama demi mencapai tujuan
sistem peradilan ini.** Sehingga diharapkan tidak terjadi ~ konflik
kewenangan, persaingan tugas, perbedaan tafsir yang tajam dalam
memahami Undang - Undang, serta ketidaksinkronan dalam menjalankan

tugas sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana.

38 Febby Mutiara Nelson, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di
Indonesia, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 4-5.

39 Cyta Sucy Marrismawati, dkk. “Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia : tantangan
dan solusi menuju keadilan efektif”, Jurnal Litigasi Amsir, Volume 11, Nomor 3, 2024, 377.

40 Febby Mutiara Nelson, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di
Indonesia, 8-9.
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Para ahli hukum pidana telah menjelaskan mengenai tujuan sistem
peradilan pidana diantaranya ialah Joko Sriwidodo dalam bukunya yang
megutip pendapat dari Mardjono Reksodiputro dan Muladi.*! Mardjono
menjelaskan bahwasanya tujuan dari sistem peradilan pidana diantaranya **:

1. Mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan;

2. Menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat telah
merasakan bahwasanya keadilan telah ditegakkan dan yang
bersalah telah mendapatkan hukumannya;

3. Mengupayakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak
kembali mengulangi kejahatannya.

Sementara Muladi membagi tujuan dari sistem peradilan pidana dalam
beberapa aspek yakni*:

1. aspek jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana yang
ditujukan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatan
yang telah dilakukan;

2. aspek jangka menengah berupa pencegahan kejahatan agar
terciptanya suasana tertib, aman, dan damai dalam masyarakat;

3. aspek jangka panjang berupa kesejahteraan sosial yang merupakan

konsekuensi dari tujuan-tujuan sebelumnya.

41 Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Yogyakarta:
Penerbit Kepel Pres, 2020), 10-11.

42 Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 11.

43 Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 11.
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Dalam banyak literatur telah dikenal berbagai model sistem
peradilan pidana, diantaranya** :

1) Pertama, merupakan model SPP dari Herbert L. Packer yang
memiliki dua model proses peradilan pidana yang disebut dengan
Crime Control Model (CMM) dan Due Process Model (DPM).
Dalam dua model kajian sistem peradilan pidana tersebut
memungkinkan kita agar dapat melihat antinomi normatif dijantung
hukum pidana.

2) Kedua, merupakan model SPP dari Michel King dan
Pengembangannya oleh Davies, Croall dan Tyrer yang mana
Michael mengidentifikasi setidaknya ada enam model SPP yang
lebih menjabarkan dari dua model SPP dari Packer tersebut, model
tersebut diantaranya:

(a) due process model;

(b) crime control model;

(c) medical model vyaitu diagnosis, prediction, and treatment
selection;

(d) bureacratic model;

(e) status passage model; dan

(f) power model.

4 Febby Mutiara Nelson, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di
Indonesia, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 11-17.
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3) Hukum Islam
Irwan Hamzani Achmad dalam bukunya yang mengutip pendapat
Ahmad Rofiq menjelaskan bahwasanya Hukum Islam merupakan istilah
khas Indonesia yang dalam penggunaannya mengandung makna yang
ambigu sebab dalam satu sisi digunakan sebagai padanan syariat sedangkan
dalam sisi lain digunakan sebagai padanan fikih.*> Oleh sebab itu agar tidak
terjadi  kesalahpahaman, diperlukan penjelasan secara proposional
mengenai makna tersebut. Dalam terminologi barat setidaknya ada dua
pandangan terkait hal tersebut yakni Islamic law yang penggunaannya
mengacu kepada syariat al-islamiyah, dan Islamic jurisprudence sebagai
terjemahan dari figh al-Islami.*®
Hukum Islam memiliki ruang lingkup yang mencangkup peraturan-
peraturan di antaranya:*’
1. Ibadah, yakni aturan yang mengatur hubungan antara Allah
SWT dengan manusia atau biasa disebut dengan seorang
hamba yang terdiri atas rukun Islam dan ibadah yang lainnya.
2. Muamalah, yakni peraturan yang mengatur hubungan
seseorang dengan seseorang lainnya dalam hal jual beli, tukar
menukar, kerja sama dan lain sebagainnya.

3. Jinayah, yakni peraturan yang menyangkut mengenai pidana

4 Irwan Hamzani Achmad, Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia,(Jakarta:
Kencana,2020), 18.

46 Irwan Hamzani Achmad, Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia, 18.

47 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2022), 4-5.
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Islam di antaranya seperti gishas, diyat, pembunuhan dan lain
sebagainya.

4. Siyasah, yakni yang menyangkut mengenai masalah-masalah
seperti pemerintahan, kepemimpinan, masalah
kemasyarakatan, dan lain sebagainnya.

5. Akhlak, yang mengatur sikap hidup pribadi seperti halnya
syukur, sabar, tawadhu, dan lain sebagainya.

6. Peraturan lainnya seperti halnya aturan makanan, minuman,
dakwah, perang, dan lain sebagainnya.

Apabila ruang lingkup tersebut dianalisis objek pembahasannya
maka akan tampak seperangkat norma yang mengatur hubungan antara
manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesama manusia, hingga
manusia dengan makhluk lain. *® Dengan kata lain, sebuah hukum yang
dibuat dengan struktur yang baik dan prinsip yang kuat masih
membutuhkan implementasi yang efektif. Tanpa pelaksanaan yang sesuai,
hukum tersebut tidak akan mencapai tujuannya, yaitu menciptakan

ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

4)  As-Sulhu (Perdamaian)
As-Sulhu secara bahasa ialah perdamaian, sedangkan menurut

syara’ As-Sulhu ialah akad yang memutus perseteruan (perdamaian). As-

48 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2022), 9.
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Sulhu bisa dianggap sah dengan adanya igrar (pengakuan) di dalamnya.*
Gus Dur menjelaskan makna dari perdamaian yang di kutip oleh Sandy
Setyawan Permana dalam penelitiannya yang mengungkapkan
bahwasanya perdamaian merupakan sebuah konsep yang aktif serta
dinamis dengan demikian syarat dari sebuah perdamaian ialah keadilan. la
pernah berpesan bahwasanya yang sama jangan dibeda-bedakan
sementara yang berbeda jangan disama-samakan.’® Pesan ini
mencerminkan prinsip dasar dalam membangun harmoni sosial yang
mengajarkan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil sesuai
dengan kesamaan yang mereka miliki, tanpa adanya diskriminasi.

As-Sulhu dalam Al-Qur’an merupakan jantung dari ajaran Islam
yang mana setiap individu diharuskan atau memiliki tanggung jawab
dalam mengusahakannya, memperjuangkannya, atau bahkan mengatur
kembali dalam tatanan kehidupan individu, keluarga, bahkan masyarakat.
As-Sulhu dalam Al-Qur’an memiliki beberapa bentuk diantaranya®' :

1. Perdamaian rumah tangga

Islam menggambarkan - bahwasanya dalam hubungan rumah
tangga mencerminkan kasih sayang, lemah lembut, dan lain sebagainya.
Meskipun terkadang dalam suatu aspek terdapat hubungan rumah tangga

yang tidak harmonis yang menyebabkan perceraian di dalamnya. Allah

4 Afif Zainul Hasan, Tashilul Qarib (Terjemah Perkata dan Terjemah Ringkas Fathul
Qarib) Jus 2, (Jember: Miftahul Ulum Lombok Kulon, 2020), 27.

50 Sandy Setyawan Permana, “Konsep As-Sulhu Dalam Al-Qur’an (Studi Kitab Tafsir Al-
Munir Karya Wahbah Az Zuhaili)”, Skripsi, Salatiga, 2024, 17-18.

51 Sandy Setyawan Permana, “Konsep As-Sulhu Dalam Al-Qur’an (Studi Kitab Tafsir Al-
Munir Karya Wahbah Az Zuhaili)”, 33-37.
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SWT juga berfirman dalam Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 128

bahwasanya’®%:

o & 1T o]~ “ 4 17 (7, (.o ol Zohd (o ?; o tia Pol .
i 51 gl £t 36 Lo 41 5355 alts e 2005 3500 004
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Artinya : Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan
nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan
perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi
mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika
kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz
dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap
apa yang kamu kerjakan.

2. Perdamaian sesama Muslim
Manusia sering kali melupakan perdamaian yang disebabkan oleh
tingginya rasa emosional, keangkuhan, dan lainnya dalam berbagai bidang
kehidupan. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujarat
ayat 9 agar mengetahui bahwasanya kita harus menciptakan suatu
perdamaian diantara sesama muslim serta menegaskan mengenai keadilan

di dalamnya, ayat tetsebut berbunyi®® :
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Artinya : Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai,
damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat
aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan)
yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada
perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada

perintah  Allah), damaikanlah keduanya dengan adil.
Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang

52 NU Online, diakses pada Rabu, 04 juni 2025, pukul 16.20. https://quran.nu.or.id/an-nisa/128.
33 NU Online, diakses pada Rabu, 04 juni 2025, pukul 16.25. https://quran.nu.or.id/al-hujurat/9.
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yang bersikap adil.
3. perdamaian sosial ekonomi
Manusia merupakan mahluk sosial sehingga manusia tidak bisa
terlepas dari campur tangan manusia lainnya. Oleh sebab itu kita
dianjurkan untuk berbuat adil, tidak merugikan pihak lain, tidak membuat
kerusakan di muka bumi, serta kita tidak boleh berbuat curang dalam
menimbang sesuatu yang dapat merugikan orang lain seperti halnya dalam

firman Allah dalam surah al-A’raf ayat 85 yang berbunyi®* :

og & X 3 \ 2 S LT <) Y% E o s ) - ° !
36 S0 o) 22 oS0 G Al 1A p38 J6 Gk AT 5ds s
S P R R PATR N I AT i
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Artinya : Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara
mereka, Syu‘aib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah
Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia.
Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari
Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan
janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan
(pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah
lebih baik bagimu, jika kamu beriman.”

54 NU Online, diakses pada Rabu, 04 juni 2025, pukul 16.25. https://quran.nu.or.id/al-a'raf/85.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian  pastilah  bermula dari sebuah keingintahuan
(niewgierrigheid) akan suatu hal, sedangkan maksud dari penelitian sendiri
ialah suatu proses pengumpulan data ataupun analisis data secara ilmiah
yang dilakukan secara sistematis dan terstuktur guna mendapatkan suatu
tujuan yang di inginkan.>> Berdasarkan fokus penelitian, maka jenis
penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian Normatif.’

Penelitian ini menggunakan landasan hukum sebagai norma.’’

. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah dari suatu karya penelitian baik dalam segi pembahasan
dan pemecahan masalah sangatlah tergantung dari pendekatan (approach)
yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidaklah tepat maka
akan mempengaruhi bobot hasil penelitian tersebut hingga keberadaannya

akan mudah untuk digugurkan.’® Oleh sebab itu, penulis disini

55 Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

(Kencana, 2022), 3.

56 Penelitian hukum normatif juga bisa disebut dengan penelitian hukum doctrinal yang

merupakan suatu proses untuk menemukan kaedah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin
hukum yang sedang dihadapi.

57 Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

(Kencana, 2022), 123-124.

131.

58 Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

42



43

menggunakan dua (2) pendekatan sekaligus guna menganalisis kedua fokus
permasalahan penulis, di antaranya yaitu :
1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach);

Sebuah penelitian normatif pastilah menggunakan pendekatan
perundang-undangan sebab yang akan di teliti ialah berbagai macam
aturan hukum yang menjadi titik fokus dan merupakan hal yang cukup
sentral di dalamnya. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai
sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat di antaranya yaitu
comprehensive, all-inclusive, systematic.”’

Analisis hukum yang menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) akan menjadi penelitian yang lebih
akurat dan tajam apabila dibantu dengan salah satu ataupun dua
pendekatan lain yang relevan, guna memperkaya pertimbangan-
pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum
yang ada.®® Adapun peraturan yang digunakan peneliti diantaranya :

1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia;

59 Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Kencana, 2022), 133-135.

80 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006), 305-306.
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4) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman,;

5) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan republik Indonesia;

6) Rancangan Undang — Undang Kitab Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

2) Pendekatan konsep (conceptual approach),

Pendekatan konsep ditujukan untuk menganalisis, memahami,
menerima, menangkap, unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-
kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang terkadang merujuk
pada hal-hal universal yang diabstrasikan dari hal-hal partikular dan

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.®!

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan
peneliti guna menjadi dasar dalam penyusunan, penerapan, dan penegakan
hukum. Sumber bahan hukum mencangkup berbagai jenis bahan yang
memberi  informasi atau landasan untuk  merumuskan dan
menginterpretasikan aturan hukum. Berikut merupakan bahan hukum dalam

penelitian ini :*

81 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006), 306.

62 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Kencana, 2022), 188-199.
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a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang
mencangkup peraturan perundang-undangan, yang diurut
berdasarkan hierarki Undang - Undang Dasar 1945, Undang -
Undang (UU)/Peraturan Pengganti Undang - Undang (perpu),
Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES)
dan Peraturan Daerah (PERDA). Sedangkan di dalam
penelitian ini memuat di antaranya:

1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

3) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia;

4) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

5) Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan republik Indonesia;

6) Rancangan Undang — Undang Kitab Hukum Acara
Pidana (KUHAP).

b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan Bahan hukum yang
mencakup materi yang terdiri dari buku teks yang ditulis oleh

para ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat
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para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil
simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian.

¢) Bahan Tersier, merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas
terhadap kedua bahan hukum di atas (bahan hukum primer dan
sekunder) seperti halnya kamus hukum, encyclopedia dan lain

sebagainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data
Pendekatan pengumpulan data di sini mencakup penjelasan logis
mengenai prosedur pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, serta cara bahan-bahan hukum tersebut di inventarisasi dan di
klasifikasikan sesuai dengan isu yang dianalisis. Terhadap bahan hukum
yang telah terkumpul nantinya akan dilakukan klasifikasi secara sistematis

sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.%

Dengan
menggunakan beberapa pendekatan yang relavan dengan isu yang Tengah

dikaji diharapkan mampu untuk menganalisis setiap permasalahan yang

ada.

E. Teknik Analisis Data
Dengan pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan

diharapkan dapat menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam

8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006), 296.
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rumusan masalah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal
pengklasifikasian bahan hukum secara selektif.

Menggunakan deskriptf-analitik guna menganalisis bahan hukum
yang ada, dengan menilai konsep-konsep hukum (analyse van jurudusche
gegevens) yang mencangkup pengertian-pengertian hukum (de
rechtsbegrippen), norma-norma hukum (de recht snormen) dan sistem
hukum (hetrechtssysteem). senada pula dengan pernyataan dari D.H.M.
Meuwissen yang menyatakan deskriptif-analitik yang dilakukan dengan
memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, dan
mengevaluasi hukum positif dengan tujuan agar memberikan penilaian

terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi.®

F. Tahap-tahap Penelitian
Dalam sebuah penelitian diperlukan yang namanya tahapan-tahapan
penelitian, yang mana dalam hal ini menjelaskan mengenai rancangan atau
kerangka kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti, tahap-tahap tersebut
di antaranya :
a. Prariset
1) Menentukan topik permasalahan.

2) Menentukan judul penelitian.

%4 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006), 297.

%5 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Kencana, 2022), 195-196.
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3) Menyiapkan data-data yang akan dijadikan pedoman atau tolak
ukur dalam penelitian.
b. Riset
1) Memahami dan menganalisis latar belakang serta fokus
permasalahan yang akan diteliti.
2) Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan dengan
topik permasalahan.
3) Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar
ditemukan titik temunya.
4) Merangkum data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian
agar nantinya menjadi sebuah penelitian yang runtut dan sesuai.
c. Pasca Riset
1) Menyusun semua hasil temuan yang dibutuhkan kemudian
disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti.

2) Menarik kesimpulan yang ada.



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia
Sistem peradilan pidana merupakan isu hukum yang sangat penting dan
cukup sentral untuk dikaji saat ini maupun di waktu yang lampau dalam
sejarahnya. Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh para ahli
atau pakar pidana dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat yang sejalan
pula dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur negara pada saat
itu, ketidakpuasan tersebut terbukti dengan banyaknya kriminalitas di Amerika
Serikat pada tahun 1960-an.%® Di Indonesia sendiri sistem peradilan pidana
merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari Criminal Justice System yang
merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum Law
enforcement officer di Amerika Serikat. Dalam bukunya Tolib Efendi mengutip
pendapat dari Black’s Law Dictionary menjelaskan bahwasanya®’:

“Criminal Justice System isn the collective institutions through
which an accused offender passes until the accusations have been
disposed of or the assessed punishment concluded. The system
typically has have three components: law enforcement (police,
sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors,
defense lawyers) and corrections (prison officials, probation
officers and parole officers)”. Sistem peradilan pidana adalah
sekumpulan institusi yang dilalui oleh seorang terdakwa hingga
tuduhan terhadapnya diselesaikan atau hukuman yang dijatuhkan
telah dijalani. Sistem ini umumnya terdiri dari tiga komponen

% Tolib Effendi,”Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem
Peradilan Pidana Di Beberapa Negara”, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 5.

87 Tolib Effendi,”Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem
Peradilan Pidana Di Beberapa Negara”, hlm.10.

49
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Penegakan hukum (polisi, sheriff, marshal), Proses peradilan
(hakim, jaksa, pengacara pembela), dan Pemasyarakatan (petugas
penjara, petugas pembebasan bersyarat, dan petugas masa
percobaan).

Hukum diperuntukkan dalam mengatur kehidupan antar sesama
manusia, ketika seseorang tunduk terhadap hukum berarti tunduk pula pada
penilaian hukum, ukuran hukum, dan akibat-akibat hukum. Dalam fenomena

sosial, hukum memiliki dua fenomena yang terkandung di dalamnya yaitu :%

1. Hukum dapat difungsikan sebagai pengendali masyarakat dan bisa
juga menjadi sarana guna melakukan perubahan-perubahan dalam
masyarakat;

2. Hukum berhadapan dengan perubahan.

Hakikat hukum yang berlaku pada suatu wilayah tertentu itu disebut sebagai
suatu sistem. Oleh karena itu, disebut dengan suatu “sistem hukum”. Ketika
hendak membicarakan terkait dengan hukum sebagai suatu sistem maka, kita

berangkat dari pembicaraan mengenai sistem itu sendiri.

Pemahaman dari sistem peradilan pidana sendiri dapat kita lihat dari
penerjemahan kata demi kata yang terkandung dalam hal tersebut yakni
pertama mengenai sistem yang ditulis oleh Tolib Efendi dalam karyanya yang
mengutip ungkapan dari Samodra Wibawa bahwasanya, sistem merupakan
hubungan antara beberapa unsur dimana unsur yang satu tergantung pada

unsur yang lain. Bila salah satu unsur hilang maka sistem tidak dapat

8 N. Wardaningsih, “Hukum dan Peradilan”,(Semarang: ALPRIN, 2019), him.7.
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berjalan.” Sementara menurut Kadri Husin dan Budi Rizky Husin yang
mengutip pendapat Alan Coffey menjelaskan bahwa terdapat sistem yang

harus menunjukkan konsistensi dari 3 elemen di antaranya yakni’® :

1. Kepekaan akan masalah, dapat diterjemahkan sebagai
termometer.

2. Kemampuan untuk menyesuaikan, dalam hal ini digunakan
sebagai suatu konsekuensi dari kepekaan akan masalah di atas.

3. Kemampuan untuk tanggap terhadap perubahan sosial.

Kedua, peradilan yang merupakan afikasi dari kata adil yang memiliki
makna tidak berpihak ataupun tidak berat sebelah dalam keseluruhan
pelaksanaan peradilan agar menciptakan sebuah keadilan yang diinginkan.
Sementara ketiga merupakan pidana yang memiliki makna sebagai sebuah
hukuman, sanksi, penderitaan ataupun nestapa yang diberikan kepada

seseorang yang terkena hukuman pidana.”!

Masyarakat telah lama merasakan ketidakpuasan terhadap
pelayanan hukum atau terhadap praktik peradilan yang sedang mencari
keadilan di Indonesia dikarenakan lamanya proses maupun hal yang
lainnya. Padahal kita ketahui bersama ada prinsip atau asas peradilan yang

cepat, sederhana dan biaya ringan. Peradilan cepat maksudnya suatu perkara

% Tolib Effendi,”Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem
Peradilan Pidana Di Beberapa Negara”, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm.11

70 Kadri Husin, Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,(Jakarta Timur:
Sinar Grafika, 2016), 8.

"' Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem
Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, 11.
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diselesaikan secara cepat atau tidak bertele-tele, sedangkan sederhana
maksudnya penanganan perkara dilakukan secara efektif dan efisien serta
tidak rumit, sementara biaya ringan memiliki makna bahwasanya suatu
perkara dapat dijangkau dengan biaya yang cukup murah atau terjangkau.
Sufmi Dasco Ahmad, dkk dalam karyanya menjelaskan faktor penyebab
ketidakpuasan masyarakat terhadap proses peradilan selama ini yang
mengutip dari  pendapat Mochtar Kusumaatmadja menyatakan

bahwasanya’?:

a. Disebabkan karena adanya pendistribusian perkara di pengadilan,
penentuan majelis hakim, penentuan sidang pertama guna
pemeriksaan satu perkara ataupun permohonan yang menyebabkan
lambatnya penyelesaian perkara.

b. Adanya dugaan yang menyatakan bahwasanya hakim kurang
bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan
atas kemampuan hukumnya, baik hukum positif dan keyakinannya.

c. Banyaknya kasus penyuapan ataupun percobaan penyuapan
terhadap hakim yang tidak dapat dibuktikan sebab teknik pemberian
uang tersebut dilakukan tanpa adanya bukti dan tanpa saksi-saksi
yang cukup.

d. Perkara yang diperiksa terkadang diluar pengetahuan hakim yang

tidak totalitas dalam melaksanakan sebuah kewajiban yang

2 Sufmi Dasco Ahmad, Muhammad Asrun dan Abdu Rahmat Rosyadi, Sejarah
Peradilan Indonesia, (Bogor: IPB Press, 2021),15
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disebabkan karena malasnya hakim untuk membuka refrensi yang
ada.

e. Disebabkan oleh para pengacara yang terkadang tidak profesional
dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum
dan keadilan yang diinginkan.

f. Disebabkan oleh para pencari keadilan sendiri yang tidak melihat
proses pengadilan tersebut demi mencapai keadilan namun mereka
malah menginginkan untuk mencapai kemenangan dengan cara

apapun.

Beberapa hal tersebutlah yang membuat munculnya sifat tidak percaya
masyarakat dan menurunkan kinerja pengadilan dalam melakukan suatu

proses dalam persidangan.

Pelayanan penegakan hukum diperburuk lagi dengan tidak adanya
kepastian kapan suatu perkara akan selesai diputus oleh hakim. Terkecuali
suatu kasus tersebut menarik perhatian publik  (cause celebre) maka
memungkinkan dapat selesai dalam jangka waktu satu tahun atau lebih
cepat. Begitu pun sebaliknya, ketika kasus tersebut tidak menarik perhatian
publik atau bisa dikatakan tidak viral maka kebanyakan kasus tersebut akan
mangkrak atau akan selesai dalam kurun waktu beberapa tahun.”® Padahal
penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan

merupakan cita-cita bangsa yang harus kita realisasikan serta menciptakan

3 Sufmi Dasco Ahmad, Muhammad Asrun dan Abdu Rahmat Rosyadi, Sejarah
Peradilan Indonesia, (Bogor: IPB Press, 2021), 17.
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sistem peradilan yang wajar, adil dan dapat memberikan kejelasan bagi para

pencari keadilan juga merupakan tuntutan akan hal tersebut.

Permasalahan yang sering muncul dalam hukum acara pidana
ataupun yang lain yakni mengenai banyaknya penumpukan perkara yang
terjadi dan lamanya proses peradilan tersebut yang membuat sistem hukum
di Indonesia tidak efisien, padahal dalam Undang - Undang nomor 48 tahun
2009 pada Pasal 2 ayat (4) telah diamanatkan dengan penjelasan agar
menciptakan konsep peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.”*
Adapun bukti nyata banyaknya penumpukan perkara yakni dengan adanya
laporan akhir tahun dari Mahkamah Agung (MA) terkait dengan capaian
kerja pada setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi
penumpukan perkara yang cukup signifikan di Indonesia meskipun rasio
produktivitas memutus perkara juga mengalami peningkatan. Dapat dilihat

dalam data penanganan perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

pada tahun 2022 hingga tahun 2024 dengan rincian :

1. Pada tahun 2022 tercatat bahwasanya jumlah perkara yang telah

diregister oleh Mahkamah Agung sebanyak 26.656 perkara.’

74 Pasal 4 ayat (2) Undang -Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

75 Asep Nursobah, “Serba Meningkat, Inilah Data Penanganan Perkara Januari — Oktober
2022”. Dipublikasikan pada tanggal 30 November 2022, diakses pada tanggal 2 Maret 2025, pukul
12.25 wib. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2 130-serba-meningkat-inilah-
data-penanganan-perkara-januari-oktober-2022.
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2. Pada tahun 2023 tercatat bahwasanya beban perkara Mahkamah
Agung sebanyak 27.512 perkara.”
3. Pada tahun 2024 tercatat bahwasanya beban perkara Mahkamah

Agung sebanyak 31.138 perkara.”’

Oleh sebab itu perlu adanya reformulasi akan hal tersebut sebab adanya
indikator yang menjelaskan bahwasanya Kitab Undang - Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) sudah ketinggalan zaman.

Indonesia sendiri mencoba mengadopsi konsep Plea Bargaining
dalam Pasal 69 RUU KUHAP yang akan disahkan oleh Presiden Republik
Indonesia dalam konteks pengurangan tuntutan pemidanaan ketika Saksi
Mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau terdakwa
lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.’® Pengurangan tuntutan
pemidanaan yang diterapkan terhadap Saksi Mahkota merupakan bentuk
pengimplementasian dari konsep Plea Bargaining. Dalam Rancangan Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebelumnya, konsep
Plea Bargaining sempat disinggung sebagai bagian dari reformasi hukum

acara pidana dalam Pasal 199 RKUHAP sebelumnya, mekanisme ini

76 Azizah, “Tahun 2023 Merupakan Rekor Dengan Jumlah Sisa Perkara Terendah Dalam
Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung”. Dipublikasikan Pada Tanggal 20 Februari 2024, Diakses
Pada Tanggal 2 Maret 2025, Pukul 12.28 wib.
https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6175/tahun-2023-merupakan-rekor-dengan-jumlah-
sisa-perkara-terendah-dalam-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung.

77 Azizah, “Laptah 2025, Dengan Integritas Peradilan Berkualitas.” Dipublikasikan Pada
Tanggal 19 Februari 2025, Diakses Pada Tanggal 02 Maret 2025 pukul 12.30 wib.
https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6664/laptah-2025-dengan-integritas-peradilan-
berkualitas

78 Pasal 69 ayat (3) RUU KUHAP tentang hukum acara pidana disahkan oleh Presiden
Rupublik Indonesia, Prabowo Subianto.
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disebut sebagai jalur khusus dalam penyelesaian perkara pidana, di mana
terdakwa yang mengakui kesalahannya bisa mendapatkan pengurangan
masa tahanan dan menjalani sidang acara pemeriksaan singkat selama
tuntutan pemidanaannya tidak melebihi 7 (tujuh) tahun. Sementara dalam
RUU KUHAP terbaru, Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidik
dapat menawarkan kepada tersangka atau terdakwa yang peranannya paling
ringan untuk menjadi Saksi Mahkota dalam perkara yang sama.”® Ini
menunjukkan bahwa konsep Plea Bargaining yang memungkinkan
pengurangan tuntutan pemidanaan terhadap tersangka telah diakomodasi

dalam revisi RKUHAP.

Salah satu tahapan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana
dalam mengungkap suatu perkara yakni salah satunya dengan diberikannya
keterangan saksi dalam hukum acara pidana sebagai alat bukti yang sah dan
penting sebab saksi merupakan seseorang yang mendengar, melihat, atau
mengalami sendiri terkait dengan tindak pidana yang terjadi, hal ini
ditegaskan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP.®’ Selain keterangan yang
diberikan oleh saksi, dalam Pasal 189 KUHAP juga menegaskan terkait
dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Keterangan mengenai

terdakwa ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (1) yang berbunyi®' :

79 Pasal 69 ayat (1) RUU KUHAP tentang hukum acara pidana disahkan oleh Presiden
Rupublik Indonesia, Prabowo Subianto.

80 “KUHAP” Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan “KUHP” Kitab Hukum
Undang-undang Pidana. Cetakan III, 2016, 7.

81 “KUHAP” Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan “KUHP” Kitab Hukum
Undang-undang Pidana. Cetakan III, 2016, 90.
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“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia
ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Akan tetapi keterangan yang diberikan oleh terdakwa hanya berlaku untuk
dirinya sendiri dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan

terdakwa lain.

Rezky Abdi Fratama memaparkan pendapat M. Yahya Harahap
bahwasanya keterangan terdakwa akan di terima sebagai alat bukti
apabila®%:

a. Terkait apa yang di nyatakan dan dijelaskan dalam sidang

pengadilan.

b. Yang dinyatakan atau dijelaskan merupakan perbuatan baik yang
dilakukan oleh terdakwa.

c. Mengenai hal yang dialami oleh terdakwa sendiri. Hal tersebut
bisa menjadi alat bukti yang sah apabila mengalami secara
langsung terkait pidana yang bersangkutan.

d. Keterangan terdakwa hanya menjadi alat bukti bagi dirinya
sendiri.

Karena KUHAP tidak secara tegas mengatur larangan atau ketentuan
mengenai penggunaan keterangan tersangka terhadap pihak lain, maka
muncul celah hukum yang kemudian dimanfaatkan dalam praktik peradilan.

Dalam konteks ini, seorang tersangka atau terdakwa yang perannya

82 Rezky Abdi Fratama,”Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana”,
Badamai Law Journal, Vol.5, (Tahun 2020), 236.
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dianggap lebih ringan dapat diminta memberikan keterangan terhadap
terdakwa lain yang terlibat dalam perkara yang sama, hal inilah yang disebut

sebagai Saksi Mahkota dalam RUU KUHAP.*

Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati dalam penelitiannya
menyatakan bahwasanya Saksi Mahkota dimungkinkan dalam suatu

perkara selama memenuhi persyaratan di antaranya® :

1. Tindak pidana yang terjadi merupakan Penyertaan;
2. Alat bukti yang ditemukan sangat minim khususnya alat bukti
keterangan saksi yang ia lihat, dengar, alami sendiri;
3. Telah diadakan pemisahan berkas perkara (splitsing) antara
terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut.
Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, keterangan Saksi Mahkota
tidak bisa menjadi satu-satunya dasar untuk menyatakan kesalahan
terdakwa, sehingga diperlukan dukungan terkait dengan bukti tambahan,
seperti kesaksian pihak lain yang independen, barang bukti, atau dokumen
pendukung. Karena saksi mahkota memiliki kedudukan yang serupa
dengan saksi biasa dalam persidangan, maka sebelum memberikan

kesaksiannya, ia harus mengucapkan sumpah sesuai ketentuan KUHAP

83 Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati,”Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat
Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang — Undang No.8 Tahun 1981
Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.” Pagaruyuang Law Journal, Vol.8 No2,(Tahun 2025), 38.

84 Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati,”Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat
Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang — Undang No.8 Tahun 1981
Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.”, 38.
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dalam pasal 185 ayat 7.%° Penyumpahan ini bertujuan untuk memastikan
bahwa keterangannya dapat dianggap sah secara hukum dan digunakan
sebagai alat bukti dalam proses peradilan yang akan diterapkan. Akan tetapi
terdapat peraturan yang mengatur terkait dengan siapa saja yang tidak dapat
menjadi saksi dan kesaksiannya tidak dapat didengar yakni dalam Pasal 168
KUHAP yang berbunyi® :
Kecuali ditentukan lain dalam Undang — Undang ini, maka
tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan
diri sebagai saksi:
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas
atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau
yang bersama-sama sebagai terdakwa.
b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka
yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-
anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau
yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Konsep Plea Bargaining dikenal dalam negara-negara dengan
sistem common law seperti Amerika Serikat (US), United Kingdom (UK),
dan negara lainnya. Namun seiring berkembangnya peradaban, Plea
Bargaining juga dikenal dalam negara-negara dengan sistem civil law,
seperti Jerman, Perancis, Rusia, dan negara-negara lainnya. Plea
Bargaining diartikan sebagai proses negosiasi antara jaksa penuntut umum

dengan terdakwa atau penasihat hukumnya yang di dalamnya berisi

mengenai pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan

85 Tim Redaksi, “KUHAP” Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan “KUHP”
Kitab Hukum Undang-undang Pidana. Efata Publishing,Cetakan III, (2016), 89.

8 Tim Redaksi, “KUHAP " Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan “KUHP”
Kitab Hukum Undang-undang Pidana, 80.
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tuntutan yang nantinya dimintakan persetujuan dalam proses persidangan.®’
Negara yang menganut sistem civi/ law pada dasarnya tidak mengenal yang
namanya Plea Bargaining sebab menurut Garoupa dan Stephen yang

dikutip oleh Lukman hakim dalam karyanya , menyatakan bahwasanya®®:

“however, Plea Bargaining is rarely used outside Common
Law countries, where criminal procedure is adversarial in
nature. Plea Bargaining is not frequently used in European
Civil Law countries where criminal procedures are
inquisitorial.” (Namun, plea bargaining jarang digunakan
di luar negara-negara Common Law, di mana prosedur
pidana bersifat adversarial (berbasis pertentangan antara
dua pihak). Plea bargaining tidak sering digunakan di
negara-negara hukum sipil Eropa (European Civil Law), di
mana prosedur pidananya bersifat inquisitorial (berbasis
penyelidikan oleh hakim).

Maksudnya Plea Bargaining jarang diterapkan di luar negara common law,

dimana prosedur pidananya bersifat saling bertentangan.

Perumusan mengenai konsep Plea Bargaining ini dalam RKUHAP
dikenal dengan istilah “Saksi Mahkota” sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 69 ayat (3) dan (4) serta Pasal 70 ayat (3) yang berbunyi.

Pasal 69 ayat (3) dan (4) RKUHAP berbunyi:®’

(3) Dalam hal tidak ada Tersangka atau Terdakwa
vang peranannya paling ringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menawarkan
kepada Tersangka atau Terdakwa yang mengaku

Konsep

87 Lukman Hakim. Ika Dewi Sartika Saimima., Angreyani Hariyani Putri., Penerapan
“Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Deepublish, (Yogyakarta,
2020), 20.

88 Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. Penerapan

Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Rkuhap) Dan Manfaatya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, 22.

8 Pasal 69 ayat (3) dan (4) RUU KUHAP tentang hukum acara pidana disahkan oleh

Presiden Rupublik Indonesia, Prabowo Subianto.
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bersalah untuk membantu secara substantif dalam
mengungkap tindak pidana dan peran Tersangka lain.
(4) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa menerima
tawaran Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) maka Penuntut Umum dapat mengurangi
tuntutan pidananya.

Pasal 70 ayat (3) RKUHAP berbunyi:”

(3) Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya

dapat berupa:

a. jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup;

b. jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara

sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari maksimal ancaman

hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau

c. jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda

jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan

kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Pengadobsian terhadap konsep Plea Bargaining untuk dikenalkan
dalam peradilan pidana di Indonesia menjadi konsep atas pengakuan
bersalah dari Saksi Mahkota yang menjadi ambisi bangsa guna mengurangi
beban pengadilan yang sudah sangat menumpuk serta memberikan
alternatif penyelesaian perkara dan melaksanakan prinsip keadilan.’!
Dengan demikian pengakuan merupakan kunci dalam penerapan Saksi
Mahkota dalam RKUHAP tersebut. Keberhasilan proses pemidanaan dapat
dilihat ketika memenuhi setidaknya beberapa kriteria di antaranya yakni

kesederhanaan, kemanfaatan, dan biaya ringan, serta menjunjung tinggi

nilai-nilai keadilan di dalamnya. Dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945,

%0 Pasal 70 ayat (3) RUU KUHAP tentang hukum acara pidana disahkan oleh Presiden
Rupublik Indonesia, Prabowo Subianto.

%1 Herdino Fajar Gemilang dan Rosalia Dika Agustanti, "Penggunaan Plea Bargaining
Dalam Sistem Peradilan Pidana: menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan. ” Jurnal Interpretasi
Hukum, Vol.4 No 3, (Tahun 2023), 424.
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kepastian hukum serta perlakuan yang sama dimuka hukum dijamin bagi
seluruh rakyat Indonesia dan ketika proses peradilan berjalan dengan lambat
maka hal tersebut sama saja dengan tidak memberikan keadilan yang sesuai
dengan adagium yang tercantum dalam Magna Charta yang berbunyi justice

delayed is justice denied.”

Konsep mengenai Plea Bargaining atau yang dikenal dengan Saksi
Mahkota dalam RKUHAP menjadi literatur yang cukup penting ketika
ditambahkan dalam sistem hukum di Indonesia menimbang banyaknya
negara-negara lain yang telah berhasil dalam menerapkan hal tersebut,
namun perlu juga dengan melihat batasan-batasan hukum yang berlaku di
Indonesia dengan negara-negara lain agar tidak terjadi kerancuan dalam
sistem hukum yang telah ada. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam
memperbarui KUHAP yakni agar terciptanya sistem peradilan pidana yang
lebih maju dan lebih responsif dalam mencari keadilan yang berkembang di
mata masyarakat. Namun tidak kalah penting pula bahwasanya KUHAP
masih menitik beratkan kepentingan para tersangka, terdakwa dan/atau
terpidana semata, padahal sistem  peradilan - pidana kali ini juga
mempertimbangkan tentang kebutuhan prosedur pidana yang lebih adil bagi
para pihak yang terlibat di dalamnya diantaraya yakni terhadap para saksi

dan korban.”®> Hal tersebut selaras pula dengan ungkapan dari Romli

92 Megawati Iskandar Putri, Ufran, Lalu Saipudin, “Pengaturan Konsep Lembaga Plea
Bargaining Dalam Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jurnal
Parhesia, Vol.2 No.1, (Maret 2024), 24.

93 Lukman Hakim. Tka Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. Penerapan
Konsep “Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
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Atmasasmita yang dikutip oleh Lukman Hakim, bahwasanya persoalan
serius yang muncul dalam praktek hukum pidana yakni terkait perlakuan
polisi terhadap tersangka, dan proses penuntutan yang tidak transparan
hingga pelanggaran hak konstitusional di negara maju. ** Terkait dengan
praktiknya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sejak tahun 1981
berlakunya KUHAP, adalah masalah terkait transparansi, profesionalitas,
serta integritas penegak hukum yang menyebabkan banyaknya korban
pencari keadilan yang tak kunjung mendapatkannya baik sejak
penangkapan atau penahanan, hingga pada saat proses persidangan di

pengadilan.”

Dengan demikian sasaran dan pencapaian atas pembaharuan dari
hukum acara pidana dan hukum pidana melalui RKUHP dan RKUHAP
menjadi lebih jelas dan dapat dirangkum dalam beberapa poin yakni®® :

a. Menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan
keadilan dalam proses pemidanaan;
b. Proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan

martabat manusia dan penderitaan;

(Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Deepublish, (Yogyakarta,
2020), 16-19.

%4 Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. Penerapan
Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(RKUHAP) dan manfaatya bagi sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 16.

%5 Lukman Hakim. Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. Penerapan
Konsep “Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, 16-19.

% Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. Penerapan
Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(RKUHAP) dan manfaatya bagi sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 19.
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c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan
konflik hukum di dalam masyarakat;
d. Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia;
e. Memperkokoh penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.
Terdapat prinsip pembuktian dalam hukum pidana bahwasanya hal
yang sudah diketahui secara umum maka tidak perlu dibuktikan (notoire
feiten), satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), dan pengakuan
terdakwa tidak dapat menjadikan bahwa terdakwa bersalah (non-self
incriminations). Dalam perkembangannya terjadi pergeseran di antaranya
menjadi peradilan yang adil dan wajar (due process of law), mengutamakan
asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan praduga
tak bersalah (presumption of innocence) serta lebih memperhatikan
perlindungan HAM. °7 Pengakuan bersalah yang diberikan secara sukarela
oleh terdakwa dalam pembaharuan sistem peradilan pidana dalam konsep
Plea Bargaining atau dalam RUU KUHAP disebut dengan Saksi Mahkota
dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan. Namun,
ketika hakim tersebut tidak yakin atas pengakuan bersalah dari terdakwa
maka hakim dapat menggugurkan pengakuan dalam konsep Plea

Bargaining atau dalam RUU KUHAP disebut dengan Saksi Mahkota.”®

7 Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. Penerapan
Konsep Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(RKUHAP) dan manfaatya bagi sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 30.

%8 Lukman Hakim. Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. Penerapan
Konsep “Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Deepublish, (Yogyakarta,
2020), 30.
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Oleh sebab itu esensi dari suatu pembuktian peradilan pidana adalah
tercapainya keyakinan hakim yang diperoleh dari bukti-bukti yang sah.
Pada dasarnya pengakuan bersalah dalam konsep Plea Bargaining
atau dalam RUU KUHAP disebut dengan Saksi Mahkota sangat relevan
dalam menyelesaikan suatu perkara selama sesuai dengan prosedur sistem
peradilan pidana seperti adanya bukti yang cukup, kesepakatan antara jaksa
dengan terdakwa, dan lain sebagainya serta pengakuan bersalah dapat
dijadikan dasar dalam menyempurnakan bukti-bukti lain yang telah
diperoleh agar dapat menjamin keadilan. Meskipun demikian perlu adanya
kajian yang lebih mendalam akan hal tersebut serta harus disesuaikan
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan

atau peraturan yang saling bertentangan dimasa yang akan datang.

B. Tawaran Konsep Plea Bargaining Dalam Pandangan Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Istilah hukum Islam merupakan istilah baru di kalangan umat Islam
sendiri, Duski Ibrahim dalam bukunya menyebutkan bahwasanya hukum Islam
merupakan terjemahan dari kata Islamic law atau Islamic jurisprudence, hal
tersebut disebabkan karena tidak ditemukannya istilah Hukum Islam dalam
kitab-kitab fikih maupun ushul al-figh klasik. Istilah hukum Islam yang sering
digunakan ialah asy asysyari’ah al-islamiyah, atau syari’ah, al-figh, figh Al-

Qur’an, ahkam al-Qur’an atau al-hukm.” Sementara istilah hukum Islam

% Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fighiyah (Kaidah-Kaidah Figih), (Palembang: Cv.
Amanah, 2019), 173-174.
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mulai digunakan setelah adanya hubungan antara umat Islam dengan dunia
barat atau bisa dikatakan sistem sosial mereka masuk dalam pranata
masyarakat Islam.!°® Menurut para pemikir Islam modern hukum Islam dibagi
menjadi dua yakni hukum Islam dalam arti asy-syariah dan hukum Islam dalam

arti Al figh.®!

Dalam pengklasifikasiannya menurut Duski Ibrahim dalam bukunya

hukum Islam dibagi menjadi dua yakni'*:

1. Hukum-hukum ibadah, seperti halnya sholat, puasa, Haji, dan lain
sebagainya yang dalam hal ini masih berkaitan dengan hubungan
antara seorang hamba dengan Allah SWT.

2. Hukum-hukum muamalah seperti transaksi, tindakan sanksi-sanksi
yang berkenaan dengan hubungan atau kebutuhan dengan masyarakat.
Hukum-hukum muamalah dibagi menjadi beberapa diantaranya :

a. Hukum Perseorangan. (al-ahwal asy-Syakhshiyah), yang
merupakan hubungan antara suami istri, kerabat-kerabat.

b. Hukum  Perdata  (al-ahkam  al-madaniyah),  yang
hubungannya dengan kebendaan.

c. Hukum Pidana (al-ahkam al-jina’iyah), yang merupakan

aturan yang mengatur terkait dengan perlindungan hak dan

100 Dyski Ibrahim, 4/-Qawa’id Al-Fighiyah (Kaidah-Kaidah Figih), 175.

101 Pemisahan atau pembagian tersebut menjadi hal yang dapat dimaklumi sebab keduanya
mempunyai hubungan yang sangat erat. Banyak yang mendefinisikan Syariah dan figh salah satunya
yakni Abu Zaid yang mendefinisikan Syariah sebagai peraturan-peraturan Allah yang disampaikan
melalui Nabi-Nya yang tidak dapat dirubah atau diganti, sementara Figh ialah penafsiran ulama dan
ahli hukum terhadap Syariah.

192 Dyski Ibrahim, 4/-Qawa’id Al-Fighiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), 183-187.
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kepentingan manusia, baik individu, kelompok, bahkan
negara dari tindak kejahatan.

d. Hukum Acara (ahkam al-murafa’at) yang berhubungan
dengan pengadilan, kesaksian, sumpah, dan lain sebagainya
yang mengatur proses jalannya persidangan.

e. Hukum Ketatanegaraan (al-ahkam ad-dusturiyah) yang
berhubungan dengan hukum kepemerintahan dan dasar
dasarnya.

f. Hukum Internasional (al-ahkam ad-dauliyah), yang
berhubungan dengan interaksi antara negara-negara Islam dan
non Islam.

g. Hukum Ekonomi dan Keuangan (al-ahkam aligtishadiyah wa
al-maliyah), yang berhubungan dengan orang-orang miskin
dan kaya, guna mengatur hubungan keuangan antara kaya

dengan miskin, antara warga dengan negaranya.

Hukum Islam menjadi hukum yang kaya dan paling dapat memenuhi
hajat masyarakat sebab hukum Islam merupakan fitrah dan hukum akal yang
tidak menyalahi analogi yang benar karena ia datang sebagai rahmat, hikmah,
maslahat, dan nikmat.'”® Ketika menetapkan hukum-hukum, syariat Islam
memiliki tujuan guna mendatangkan maslahat kepada umat serta
menghindarkan mereka dari mudharat atau marabahaya yang ada. Mudharat

dalam konteks Islam dapat dimaknai dengan sesuatu yang merusak, bahaya,

193 Ahmad Junaidi, Filsafat Hukum Islam, (Jember : Stain Jember Press, 2014), 70.
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hingga berdampak negatif terhadap individu ataupun masyarakat luas.'* Hal-
hal yang ingin dilindungi oleh syariat Islam di antaranya mengenai hal agama,
mengenai hal jiwa, akal, harta benda, hingga keturunan. Setiap aspek hukum
pidana Islam selalu berpijak pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Syariat
Islam sebagai pedoman utama. Ketika hal-hal yang ingin dilindungi oleh
syariat tersebut dikaitkan dengan hukum pidana maka dapat digambarkan

sebagai berikut!%*:

a. Memelihara Agama
Hal tersebut disebabkan karena agama memiliki peran yang sangat
fundamental dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu Islam
menetapkan hukum pidana riddah.

b. Memelihara Jiwa
Islam mengatur terkait masalah pembunuhan dengan adanya gisas
sebab sangat pentingnya jiwa atau kehidupan bagi manusia.

c. Memelihara Akal
Menyadari betapa pentingnya akal dalam kehidupan manusia maka
Islam melarang bahkan mengharamkan sesuatu yang dapat merusak
pikiran manusia seperti halnya mengonsumsi minuman keras atau
biasa disebut dengan khamr, narkoba, dan lain sebagainya.

d. Memelihara Harta Benda

104 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Kencana, 2019), 5.
105 Mardani, Hukum Pidana Islam, 5.
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Islam melarang adanya pencurian, merampok, ataupun yang
lainnya sebab begitu pentingnya jaminan atas terpeliharanya harta
maupun hak milik demi kemaslahatan manusia.

e. Memelihara Keturunan
Dalam agama Islam sangat diharamkan yang namanya zina sebab
hal tersebut dapat merusak garis keturunan umat manusia, oleh
sebab itu Islam memberikan hukuman yang sangat keras bagi para

pelaku zina.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan
bahwasanya aturan dalam Islam termasuk juga hukum pidana tidak hanya
mementingkan terkait masalah individu namun lebih meluas pula di
dalamnya. Oktoberriansyah menambahkan pula terkait dengan hukum
pidana Islam yang dikutip oleh Mardani dalam karyanya yang memiliki

tujuan di antaranya'®® :

a.- Al-Jaza’. (pembalasan), yang memiliki makna bahwasanya setiap
perbuatan jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa
yang diperbuatnya.

b. Al-Jazru (pencegahan), memiliki makna agar mencegah suatu tindak

pidana agar tidak terulang kembali.

196 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Kencana, 2019), 7
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c. Al-Ishlah (pemulihan atau perbaikan), memiliki makna guna
memulihkan pelaku tindak pidana dari kenginan untuk melakukan
tindak pidana.

d. Al-Istiadah (restorasi), memiliki makna guna merespon tindak pidana
dengan melibatkan para pihak yang berkonflik guna memperbaiki
kerusakan yang timbul sebab hal tersebut.

e. Al-Takfir (penebus dosa), yang memiliki makna bagi orang yang
melakukan kesalahan atau kejahatan tersebut bertanggung jawab tidak
hanya didunia saja melaikan pertanggung jawaban diakhirat pula.
Pemberian hukuman didunia merupakan bentuk pertanggungjawaban

pelaku di dunia guna menggugurkan dosa yang telah dilakukan.

Dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana ketika memenuhi unsur-
unsur yang ada seperti halnya adanya nas yang melarang disertai dengan
hukumannya, adanya perbuatan pidana, serta pelaku tindak pidana haruslah
cakap hukum.'’” Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia ketika
hendak memidanakan seseorang dikarenakan telah melakukan pelanggaran
setidaknya harus memenuhi minimum dua alat bukti yang sah dan
keyakinan hakim bahwasanya benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana

yang selaras dengan ketentuan dalam pasal 183 Undang - Undang Republik

197 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Kencana, 2019), 7.
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Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum

Acara Pidana yang berbunyi!® :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
vang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya.”

Pada hakikatnya dalam ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk
menjamin suatu kepastian hukum dalam menjamin tegaknya suatu
kebenaran. Kebenaran sulit untuk ditemukan ketika tidak ada bukti-bukti
yang mendukung akan hal tersebut, dalam hukum pidana yang ada di
Indonesia yang termasuk dalam alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal
184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara itu dalam hukum pidana
Islam (jinayah) Abdul Aziz dalam bukunya juga mengklasifikasikan

mengenai alat bukti di antaranya'® :

1. Saksi (Asyahadah);

2. Pengakuan (4/-Igrar);

3. Tanda-tanda (4/-Qarain),
4. Pendapat ahli (4/-Khibrah);
5. Tulisan/Surat (4l-Kitabah),

6. Pengetahuan hakim (Maklumatul Qodli);

198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana. Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik
Indonesia tahun 1981 Nomor 3209.

109 Abdul Aziz Muhammad, Mohamad Aulia Syifa, Spektrum Hukum Pidana Islam di
Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 72.
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7. Sumpah (Al-Yamin, Al-Qasamah, Li’an),

Islam memiliki paradigma dalam menyelesaikan suatu perkara di
antaranya yakni dengan cara /itigasi (lewat pengadilan) dan non litigasi (di
luar pengadilan). Pandangan mengenai penyelesaian perkara melalui /itigasi
disebabkan karena suatu pandangan ataupun keyakinan bahwasanya
institusi yang paling benar dalam menyelesaikan masalah yakni
menggunakan pengadilan, sementara pandangan mengenai jalur non litigasi
berangkat dari asumsi bahwasanya dalam menyelesaikan permasalahan
tidak selalu menggunakan jalur hukum di dalamnya.''® Kekurangan
terhadap sistem hukum konvensional di Indonesia telah di rasakan oleh
Islam sendiri sebab tidak semua perkara harus di selesaikan lewat jalur
pengadilan akan tetapi dapat melalui jalur perdamaian atau musyawarah
selama kedua belah pihak mau mengakui kesalahan dan menyetujui akan

hal tersebut.!!!

Ketika dikaitkan dengan konsep Plea Bargaining atau dalam RUU
KUHAP disebut dengan Saksi Mahkota yang merupakan negosiasi antara
jaksa penuntut umum dengan terdakwa yang mana ketika terdakwa mau
mengakui kesalahannya tanpa adanya paksaan maka akan mendapatkan

kompensasi dalam masa tahanannya maka selaras dengan konsep dalam

110 Qyaibatul Hamdi, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative
Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Magqasidi jurnal Syariah dan Hukum,
vol.1 no.1, 81.

1 Syaibatul Hamdi, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative
Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Magqasidi jurnal Syariah dan Hukum,
Vol.1 No.1, 81.
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Islam yakni mengenai konsep As-Sulhu (perdamaian). Diriwayatkan oleh

Amr bin Auf, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda'!? :

G 9ot 5 Vs s o ) dedd G B Al
Artinya: Perdamaian diperbolehkan di antara umat Islam,

kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.

As-Sulhu (perdamaian) merupakan alternatif dalam melakukan
perdamaian atau negosiasi dalam suatu perkara, prinsip ini bertujuan untuk
mencapai penyelesaian yang adil dan menghindari konflik berkepanjangan
melalui kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. As-Sulhu dalam
penerapannya juga mensyaratkan mengenai pengakuan (igrar).''> Hal yang
perlu digarisbawahi di sini ialah mengenai pengakuan terdakwa yang
dikaitkan dengan pengakuan dalam Islam bahwasanya pengakuan yang
diberikan haruslah dalam keadaan berakal, balig, tidak terpaksa, dan
bukanlah orang yang di bawah pengampunan. Agar pengakuan (igrar)
seorang terdakwa dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti dalam
hukum pidana Islam maka haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut.
Pengakuan atau dalam Islam dikenal dengan istilah igrar merupakan suatu
pernyataan yang menjelaskan mengenai kebenaran sesungguhnya, hal

tersebutlah yang menjadi bukti kuat guna memberikan suatu dakwaan

112 Tbn Majah Abii ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. Sunan Ibn Majah.
(Beirut: Dar Thya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah). Juz 2. Hal 788.

3 Afif Zainul Hasan, Tashilul Qarib (Terjemah Perkata dan Terjemah Ringkas Fathul
Qarib) Jus 2, (Jember: Miftahul Ulum Lombok Kulon, 2020), 27.
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kepada terdakwa.''* Dalam Al-Qur’an terdapat penegasan mengenai
larangan untuk mencampur adukkan antara kebenaran dan juga kebatilan
serta larangan untuk menyembunyikan kebenaran yang ada. Hal tersebut

tertuang dalam Al-Quran surah Al-Bagarah 42 yang berbunyi'!® :

@D O34laf 2y b 1,485 ey S 1,205 s
Artinya : Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan

kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran,
sedangkan kamu mengetahuinya.

Oleh sebab itu pengimplementasian mengenai konsep Plea
Bargaining atau dalam RUU KUHAP disebut dengan Saksi Mahkota dalam
peradilan pidana di Indonesia dalam pandangan Islam dapat diterapkan jika
tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memenuhi syarat-syarat yang
telah ditentukan seperti halnya berakal, baliq, tidak terpaksa, dan bukanlah
orang yang dibawah pengampunan serta sedikitnya mudharat yang ada
supaya tidak ada regulasi yang tidak mewakili aspirasi masyarakat. Namun
perlu untuk mengkorelasikan antara hukum yang berlaku di Indonesia
sendiri sebab negara Indonesia bukanlah negara Islam namun merupakan

negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

114 Lukman Hakim. Ika Dewi Sartika Saimima, Angreyani Hariyani Putri. Penerapan
Konsep “Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Rkuhap) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Deepublish, (Yogyakarta,
2020), 31.

115 Nu Online, diakses pada Selasa, 04 Maret 2025, pukul 15.40. https://quran.nu.or.id/al-
bagarah/42



https://quran.nu.or.id/al-baqarah/42
https://quran.nu.or.id/al-baqarah/42

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Dari pembahasan materi di atas maka dapat penulis simpulkan bahwasanya:

1. Penerapan konsep Plea Bargaining ke depan dapat menjamin keadilan
dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia jika sesuai dengan
tujuan dari sistem peradilan pidana serta tidak bertentangan dengan aturan-
aturan yang telah ada di Indonesia sendiri sebab konsep Plea Bargaining
yang hendak diadopsi oleh Indonesia memiliki makna yang berbeda. Dalam
Pasal 69 RUU KUHAP yang akan disahkan oleh Presiden Republik
Indonesia dalam konteks pengurangan tuntutan pemidanaan terjadi ketika
Saksi Mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau
terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. Pengurangan
tuntutan pemidanaan yang diterapkan terhadap Saksi Mahkota tersebut
merupakan bentuk pengimplementasian dari konsep Plea Bargaining.

2. Konsep Plea Bargaining dalam pandangan sistem peradilan pidana di
Indonesia perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan jika menjamin
suatu kepastian hukum dalam menegakkan kebenaran yang sesuai dengan
syariat Islam dan tidak diperbolehkan jika menimbulkan banyak mudharat
di dalamnya. Kepastian hukum yang diinginkan dalam perspektif hukum
Islam yakni disesuaikan dengan konsep As-Sulhu serta dalam
penegakannya tidak boleh ada diskriminasi atau paksaan ketika hendak

memberikan kesaksian sebab kesaksian tersebut merupakan suatu
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pernyataan yang menjelaskan mengenai kebenaran sesungguhnya. Hal
tersebutlah yang menjadi bukti paling kuat guna memberikan suatu

dakwaan kepada terdakwa dalam pandangan hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan dengan hasil kesimpulan diatas maka dapat diambil saran

sebagai berikut:

1.

Penerapan konsep Plea Bargaining diharapkan menjamin keadilan bagi
para pihak, salah satu faktor utama dengan adanya prosedur yang jelas dan
diatur dalam ketentuan Undang - Undang ke depan mengenai konsep Plea
Bargaining atau dalam RUU KUHAP disebut dengan Saksi Mahkota
seperti halnya batasan-batasan pengaturannya, siapa saja yang dapat
melakukan Plea Bargaining dan lain sebagainya. Dengan demikian tujuan
keadilan bagi para pihak akan tercapai dan bahkan meniadakan korupsi.

Dalam penerapan Plea Bargaining perspektif hukum Islam harus
mengedepankan prinsip-prinsip syariat Islam yang memiliki tujuan guna
mendatangkan maslahat dan keadilan bagi para pihak. Sebab dalam Islam
keadilan merupakan prinsip utama yang harus dijunjung dengan tinggi agar

memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
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